
b. bahwa...

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis

(Renstra) KotaBandungTahun 2004-2008; .

WALIKOTABANDUNG,

RENCANA KERJA PEMER.L~'TAHDAERAHKOTA BANDUNG
TAHUN2C06

TENTANG

NOMOR 689 TAHUN2005

PERATURAN WALIKOTABANDUNG

05NOMOR2005'. TAHUN

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

, .... -- ,......r -- ~
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3. Undang ...

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi danNepotisrne;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,maka untuk

Tahun 2006 perlu menetapkan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006
sebagai rangkaian pembangunan tahunan dengan

arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam

rencana strategis pembanguann kota yang telah

ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan

Pera.turan Walikota Bandung tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun

2006;

2
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10. Peraturan ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

PerbendaharaanNegara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

KeuanganNegara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

SistemPerencanaanPembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

PemerintahanDaerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan PemerintahanDaerah;

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987..
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat IT Bandung dengan Kabupaten

Daerah Tingkat IIBandung;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

KeuanganDaerah;

3
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Memperhatikan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

tentang RencanaKerja Pemerintah;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

dan Anggaran KementrianNegara/Lembaga;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2004-2009;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas

Wilayah KotamadyaDaerah Tingkat IIBandung;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tabun 2001

tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung

sebagaiDaerah Otonom;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung 25 Tabun 2002

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun
2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota

Bandung Tabun2004-2008;

-
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3. Walikota ...

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Bandung..

BABI

KETENHJAN UMUM
Pasall

PERATURAN WALIKOTA KOTA TENTANG

.RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN2006.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan NasionallKepala Bappenas dan Menteri...
Dalam Negeri Nomor 02591M.PPN1II2005 dan

050/166/8J tanggal 20 Januari 2005 perihal Petunjuk

Teknis PenyelenggaraanMusrenbang Tahun 2006;

5'40
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(2) Untuk ...

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung

Tahun 2006 merupakan pelaksanaan penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Strategis Kota Bandung

dan dituangkan dalam dokumen perencanaan

daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka

ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,

rencana kerja, dan pendanaanya

. Pasal 2

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Bandung.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun .

6



BAH VI ...

PEMBANGUNAN KOTA
BANOUNG
RANCANGAN
KERANGKA EKONOl\fi
DAERAH
PEMBANGUNAN
WILAYAH
PRIORITAS
PEMBANGUNAN

DAERAH

STRATEGISISU-ISU
PENDAHULUAN

KERJA
KOTA

~,._ - .~~

BAB IV

BAB III

BAB I

BAB II

BAB V

'_'

A. NASKAH RENCANA
PEMERINTAH DAERAH
BANDUNG;

(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang

menyeluruh, maka sistematika Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2006

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
disusun sebagai berikut :
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Pasal5 ...

Rencana Kerja PernerintahDaerah Kota Bandung Tahun

2006 sebagairnana dimaksud Pasal 2 merupakan

dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat

memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi

program prioritas maupun araban kebijakan

pembangunan dan pengalokasian anggaran di dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Naskah dan Matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Bandung Tahun 2006 sebagaimana dimaksud Pasal 2

tercantum dalam Lampiran.

Pasal3

B. MATRIKS RENCANA KERJA

PE1vffiRINTAHDAERAH KOTA BANDUNG

BAB VII

BAB VIII

RINGKASAN

PENDANAAN
. KAIDAH PELAKSANAAN

PENUTUP

BAB VI



BERITADAERAHKOTABANDUNGTAHUN 2005 NOMOR05

WALIKOTA BANDUNG,

TID
DADA ROSADA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 September 2005

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui,

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Bandung.

Peraturan Walikota ini mulai berlak.u pada tanggal

diundangkan.

Pasal 5

9
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(RKPD) KOTA 8ANDUNGTAHUN 2006

LAMPlRAN I : PERATIJRAN WAUKOTA BANDUNG
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TANGGAL : 6 September 2005
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1- 1RKPD Kota Bandung Tahun 2006

Perubahan tersebut, selain merupakan tuntutan

refol"lMsl yang menghar.uskan pemenntaban !ebih respcnsif,

transparan dan akuntabel~ -juga dipengaruhi olcit berbagai

fenornena dan desakan kebutuhan seiring dengan

perkembangan dinamika organisasi publik dalam upaya

rnengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat serta

upaya mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai

bagian integral dari sistem pemerintahan dalam konteks

Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah

mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini ditandai

dengan adanya penyempumaan Undang-Undang Nomor 22

tahun 1999, menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentunya menuntut

suatu konsekuensi yang mendorong terjadinya perubahan

dalam proses implementasi di daerah.

1.1. Latar Belakang

BAB.I
PENDAHULUAN

4.2.3 Pengembangan Kawasan IV-9
Tamansari IV-U4.2.4 Penataan Kawasan Pundut

4.2.5 Penataan Kawasan Kumuh IV-15
Kelurahan Margasenang
Kecamatan Margadnta

IV-174.2.6 Penataan Kawasan Industri Dalam
4.2.7 Penataan Kawasan Cagar Budaya IV-19
4.2.8 Penataan Kawasan Tegalega IV- 20
4.2.9 Penataan Kawasan Agrowisata, IV- 21

Seni Budaya Ujung serung

PRIORITASPEMBANGUNANDAERAH V-l
5.1 Agenda Prioritas Pembangunan V-l

Tahun 2006 V-45.2. Program Prioritas Pembangunan
Tahun 2006

RINGKASANPENDANAAN VI-l

KAlDAH PB..AKSANAAN Vll-l

r I
PENuru? VIll-l I
LAI'v1PIRAi'-! I

BABVIII

BABVII

BABVI

BABV
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7.

6.

5.

Undang-undang Norror 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
KeuanganNegaa; .

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan PembangunanNasional;

Undang-undang Namor 32 Tahun 2004 tentang
Pernerlntaban Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

4.

Undang-undang Nom0r 1 Tahun 2004 tentang
Perbendah<:tradn ·Negar.J;

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dan Korupsi, Kolusidan Nepotisme;

1.2. LandasanHuku.
1.

Bemasaricanpasal 25 ayat 1 UU No 2S Tahun 2004. ,
Pasal69 ayat 2 W No33 tahun 2004 dan Pasal 17ayat 2 UU .
No 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman untuk
penyusunan Raocangan APBD. Hal tersebut memiliki
konsekuensi rencana kerja, program dan kegiatan yang
termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan
untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan
kemampuan anggaran.

1-2RKPDKot;] BatJdung Tahun 2006

Untuk mendukung Undang Undang tersebut

pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor
2S Tahun 2004 Tentang SlStem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), dimana setiap Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun dokumen rencana pembangunan
tahunan berupa rencana kerja pemerintah sebagai tahapan
pelaksanaan tahunan .dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah(RPJM)5 (lima) tahunan.

Sehubungan dengan penetapan Undang-Undang
tersebut sampai saat ini Pemerintah Kota Bandung belum
menyusun RPJMD,dengan demikian Rencana Strategis Kota
Bandung Tahun 2004-2008 yang telah ditetapkan melalui
Perda No 06 tahun 2004 dianggap sebagai RPJMD sesuai
dengan pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 25 Tahun 2004

tentang SPPN. Pelaksanaan Renstra Kota Bandung telah
memasuki tahun ke-3 yang ren~na tahunar:nya dituangkan
datam dokumen Re.,cana Kerja Pemerii1tah Daerah (nKPD)
tahun 2006. Pendekatan yang digunakan dalam
merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan
partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat
sebagai stakeholders. sehingga wujud dari perencanaan
daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang
bersifatmlHiOwn dan bottom-up.
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4.2.9. Penataan Kawasan Agrowisata Seni Budaya Ujung

Berung

OaerahUjung Berung memiliki potensi seni budaya yang

Sangatbesar, pagelaran seni bu'dayacukup marak belakanganini,

memfungsikan" Tegalega sebagai Ruang Terbul'.a Hiiau yang

utuh. Untuk itu pada tahun 2006 akan dilakukan kegiatan­

kegiatan terusan di KawasanTegalegasebagai langkah menuju

kawasanRuangTerbuka Hijauyang utuh.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan

Tegdllega adalah :

a. Programpengembangandan pengendalianIingkunganhidup

b. Programpenataanprasaranadan saranakota

c. Programpeningkatanhukum

Adapun Indikasi kegiatan yang akan dan perlu

dilaksanakanpadatahun 2006di KawasanTegalegaini meliputi :

1. Pengalihan fungs! Kolam Renang dan lahan parkir untuk

menjadi LapanganSepakbolasebagaimanapadasisi Barat.

2. PerbaikanBoulevard

3. PenataanParkir SebelahBarat

4. PerbaikanMonum~

5. PembangunanDiorama

6. Penataan lalan baik di dalam maupun di luar kawasan

Tegalega

7. Pembangunan Amphi theatre, gasebo, toilet, dan therapi

stone

lV-20RKPOKota Bandung Tahul2006

4.2.8. Penataan Kawasan Tegalega

Dalamrangkamemenuhiruang terbuka hijau, Pemerintah

Kota Bandungtelah menetapkan10 % dari total luas Kota untuk

digunakan sebagai RuangTerbuka Hijau hal ini sebagaimana

yang telah di gariskan dalam Peraturan Daerah Nomor: 02

Tahun 2004 tentangRencanaTata Ruang Wilayah Kota Bandung.

Dalam menjabarkanP-rogramterselJut, Pemerintah Keta

telah menetapkan KawasanTegalega sebagai Kawasan yang

mempunyai fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, untuk

mencapaiRuangTerbukaHijau tersebut pada tahun 2005 telah

dilakukanPenataanmelaluiRevitalisasiKawasan.

Adapun dalam penangananPenataanKawasanTegalega

di tahun 2005 ini akan dilakukan kegiatan Penataan Monumen

Bandung lautan Api (StA), Perumputan, PenanamanPohon dan

Penataan di sekitar Ring Qalam Monumen Tegalega, namun

demikian kegiatan pada tahun 2005 ini belum dapat

1. Pengamanan dan pengendalian kawasan eagar bUdaya,

melalui kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengaturan

pemanfaatan.

2. Pengembangan pola insentif dan disinsentif antara lain

dengan pengenaan denda terhadap kegiatan yang

rnenlmbulkandampaknegatif bagi ~tingan umum sepertt .
gangguankeamanan,kenyamanan,dan keselamatan.

3. Per1indunganatas peRgembanganperumahan vettikal yang

mengganggufungsieagarbudaya dan pelestarian bangunan.



1.4. Maksud dan Tujuan -

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Oaerah Kota Bandung tahun 2006, dimaksudkan untuk....
RKPD Kola Bandung Tahun 2fXJ6 I - 5

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang
handal dan religius;

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil;

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah

dan beC'kesadarantinggi, serta berhati nurani;
4. Meningkatkan penataan kota;

5. t-1eningkatk'3:nkinerja pemerintah kOD secara

profesional, efektif, etlSiE:n, akuntabet dan
transparan;

6. Mengembangkan sistem keuangan kota.

Keinginan luhur ini, merupakan hasil kesepakctan

bahwa Kota Bandung sebagai Kota Metropolitan berfungsi

sebagai Kola Kolektif dan Distributif barang dan jasa,

sehingga kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk

menyediakanberbagaifasilitas infrastruktur yang mendukung

pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka

mewujudkan vis; tersebut, yang dijabarkan kedalam Misi
sebaqai berikut :

1-4RKPD Kola Bandung Tahun 20{J6

1.3. Visi dan Misi
Rp.ncanaStrategis (RENSTRA)Kota Bandung Tahun

2004 - 200S, memeat arah kebijakan pembanqonan Kota

Bandung yang teJintegrasi dan berkelanjutan secara

bertahap dituangkan dalam perencanaan pembangunan

tahunan. Dengan Visi yang ingin dicapai adalah Kota

Bandung Sebagal Kota Jasa yang BERMARTABAT

(8ersih, Malcmur, Taat, dan Bersahabat).

12.

11.

10.

9.

PerimbanganKeuanganantara Pernerintah Pusat
dan PemerintahanDaerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
20 tahun 2004tentang RencanaKerja Pemerintah

Peraturan PernerintahRepublik Indonesia n~r
21 tahun 2004 tentang PenyusunanRencanaK~lJa
Pemerintah dan Anggaran Kementrian
Negara/l.embaga
Peraturan Presidennornor 7 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Naslonaltahun 2004-2009.
PeraturanDaerahKota BandungNomor 25 Tahun
2002 tentang Pokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah.
-PeraturanDaerahKota BandungNomor 02 Tahun
2005 tentangAPBDKotaBandung.

8.
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c. Musyawarah perencanaan pembangunan, melalui

tahapan Musrenbang TIngkat Kelurahan, Kecamatan,

I.

i
I -

nasiOnal (RKP), Peru.bahan-perubahan indikator

ekonomi daerah, Ketersediaan sumberdaya daerah

seperti estimasi pendapatan, lsu-isu & Masalah­

masalah baru yang harus ditangani, TemJan

kebutuhan masyarakat yang mendesak, dan

Penyesuaian Kebijakan Rencana Tata NJang Wilayah.

b. Penyiapan rancangan rencana keJja meliputi kegiatan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) berdasarakan

RENSTRA SKPD/Dinas dengan memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebiiakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

berpedoman pada RENSTRA Kota Bandung dan

bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan Iangsung

o!eh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi ma.)--yaral<al kemudian

dituangkan dalam Reocana Kerja (RENJA) masing­

masing sektor dan diajukan ke Anggaran Pengeluaran

dan Belanja Daerah tahun bea"jalanyang kemudian

dikemas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
berisi Implementasi Program.

1-6RKPD Kola Bandung Tahun 2006

a. Penyiapan rancangan awal Rencana Kefja, meliputi

hasil evaluasi tahunan dan: Perubahan kebijakan

1.5. Proses Dan Sistematika Penyusunan RKPD

1.5.1. Proses Penyusunan RKPD Kota Bandung tahun

2006

memacokan aspek pembangunan seklDral menjadi

perencanaan komprehensif yang bersifat IirGs sektoral

(wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya

pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan,

dengan fonnat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Kota Bandung, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Aqar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

Lingkungan Pemerintah Daerah K~ Bandung,

memlllkl Rencana Kerja (RENJA SKPD) tahun 2006

yang relevan dan konsisten sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 06 Tahun 2004, tentang Rencana

Strategis (RENSTRA) Kota Bandung Tahun 2004 -

2008.

2. Agar RKPD ini menjadi acuan Penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Kcta Bandunq TGhun 2006.
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Bab ini menguraikan tentang Agenda Prioritas

Pembangunan Tahun 2006 dan-Program Prioritas

Pembangunan Tahun 2006, teroiri dari aspek­

aspek pembangunan, yaitu ; SOM, Ekooomi,

Sosial Budaya, Penataan Keta, Pemerintahan

Kota dan bidang Pembiayaan Kota, yang

Bab V. AGENDA PP10RITAS PEMBANGUNAN TAHUN

2006

Bab ini .menguraikan tentang Pembangunan

Wilayah Penqembanqan dan Pembangunan

Kawasan J<'.husus

Bab IV. PEMBANGUNANWILAYAH

Bab III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan tentang koodisi ekonomi

makro tahun 2004, perkiraan pertumbuhan

ekonomi tahun 2006 dan pencapaiannya.

Bab n, ISU - ISU STRAlEGIS
Bab ini menguraikan tentang isu --isu sbategis

secara makro dan permasalahan yang dihadapi

pemermtah Kota Bandu~ sesuai dengan misi

rencana strategis.

1-8RKPDKola Bandung Tahun 2006'" .

Dokumen Rencana Kaja Pemerintah Daerah

Kota Bandung tahun 2006, disusun dengan sist.ematika
sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini JTleng-u~ikan tentang : A. Latar belakang

penyusunan, terdiri dari : VlSi dan Misi Daerah,

dan Isu-isu Strategis Pembangunan. B. Maksud

Dan Tujuan, C. Proses Dan Sistematika
Penyusunan RKPD.

1.5.2. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Bandung
tahun 2006

d. Penyusunan rancangan akhir rencana pcmbangunan,

memuat Prioritas Pembangunan, Kebijakan Umum,

Rencana Kerja dan Pendanaan, Kerangka Ekonomi

makro daerah dan Program SKPD.

dan Musrenbang Tingkat Kola dalam rangka

penjaringan aspi..asi, Sinkronisasi Program SKPD dan

Harmonisasi Desentralisasi, Dekonsentrasi & Tugas

Pembantuan
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Kota Bandung dalam Icorteks ~bangunan nasional

sesuai dengan PP No 47 tahun 1997 tentang RencanaTata

Ruang Wilayah Nasional (RlRWN) ditetapkan sebagai salah

satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) disamping 14 kota yang

lainnya yaitu Medan, Batam, Palembang, Bar.dar lampung,

Jakarta, Bandung, Sernarang, Surabaya,Denpasar, Pontianak,

Balikpapan,Manado, Ujung Padang,Biak. Oisamping itu dalam

RTRWN tersebut, Kota Bandung dan sebagian wilayah

KabupatenBandungditetapkan juga sebagaiKawasanAndalan

CekunganBandungdengan seI<tor unggulan industri, pertanian
tanarnan pangan, pariwisata dan perkebunan. Sedangkan

dalam konteks pembangunan regional sesuai dengan Perda

Proplns:_Jawa Barat Nc. 2 Tahoo 2003 tertong RlRW Propinsi

Jawa Barat, Kola Bandung merupakan Pusat Pertumbuhan

WilayahBarat disamping DKI Jakarta.
Peran strategis kola Bandung tersebut di alas

menuntut adanya peningkatan pelayar.an diberbagai sektor

pemoanqunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk

maksud tersebut maka per1u dirumuskan arah kebijakan

pembangunanberdasarkan isu-isu strategissebagaibenkut

BABU
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNANKOTA BANDUNG
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BabVII. PENUTUP
Bab ini merupakan kesimpulan Dokumen

RencanaKerjaPemerintahDaerahKota Bandung

tahun 2006 , tersusunatas dasar dukungan dan

partisipasi dan berbagai komponen masyarakat

(stakeholdef) dalam penyelenggaraan

pe<T'.erntahandi KOf.:a Bandung.

dikelompokan kedalam ke1am(lOk program yang
.telbit ~ngSUng dengan IPM dan Kelompok

ProgramPenunjangpencapaian JPM.

BabVI. RlNGKASAN PENOANAAN

Bab ini menguraikan tmtang SUmber sumber

pembiayaanyang digunakan pada pelaksanaan

Pembangunandi Kota Bandung, sesuai dengan
pnciitas programyangtelah dikemukakandi Bab

III.
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Pembangunan, peningkatan dan pemberdayaan

pendidikan bukan hanya dituntut oleh kebutuhan internal

masyarakat Kota Bandung, tetapi juga dipengaruhi tuntutan

dinamika ekstemal yang dalam pelaksanaannya

membutuhkan terobosan baru yang strategis.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan sesuai

dengan amanat Perda Kota BandungNomor 20 Tahun 2002 ,
dalam pelaksanaannya terus berkembang sesuai dengan

tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu visi pendidikanKota Bandungkedepanyang

semula menciptakan masyarakat Kota Bandung yang

bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, terpelajar,

pembeiajar dan berbudaya serta terbaik di Jawa Barat,

diarahkan rnenjadi terwujudnya masyarakat Kota Bandung

yang cerdas, produktif dan IJerakhlakmulia gunamendukung

Bandung sebagai Kota Jasa yang Bennartabat, dimana
realisasinyadalam bentuk "BandungCerdas2000-.

Penanggulangan sampah merupakan salah satu
permasalahan yang cukup kompleks terutama berkaitan

dengan tingginya volume sampah dan te.1>atasnya

ketersediaan lahan. Keterbatasan lahan ini mengakibatkan

kota BandungmembangunTempat PembuanganAkhir (TPA)

sampah di wilayah Kota Omahi dan Kabupaten Bandung.

Terjadinya bencana"Iongsor di TPA Leuwigajah beberapa

RKPDKola Bandung Tahun 2006
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Pembangunan Kota Banclung dalam konteks regional

di era otonomi saat ini menjadi salah saw isu strategis

mengingat kota Bandung terbuka terhadap wilayah di
sekitamya disampingperanannyasebagai pusat pertumbuhan

yang ditunjang dengan kelengkapan infrastruktur pelayanan

serta memiliki iklim yang sejuk,.mendorongmigrasi penduduk

dari wilayah di sekitarnva. DisatJJ sisi peningkatan jumlah

penduduk akibat migrasi dengan berbagai aktivitasnya

menuntut adanya peningkatan' penyediaan infrastruktur

pelayanan, sedangkandisisi lain tidak mungkin Pemerintah

Kota dengan segala keterbatasan, dana dan sumber daya

lingkungan, diharapkanakan menyediakanfasilitas pelayanan

tersebut secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan

adanya koordinasi dengan wilayah di sekitamya dalam

perumusankebijakansecaraterpadu.

Dari uraian tersebut di atas maka salah satu isu

strateg:s dalam pembangunan-kota Bandungadalah tingkat
pelayanan publik baik yang belskala regional maupun
kota be/um dapat dilalcsanakan secara optimal, yaitu

mencakuppelayanandi bidang transportasi kota, kesehatan,

pendidikan, J<ebersihandan keindahanlingkungan, air bersih,

air kotor, sampah, banjir, tata ruang (kawasan konservasi)

dan sebagainya.
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wakbJ yang lalu, menjadikan kota Bandung kesulitan untuk
membuang sampah karena ada penoIakan keberadaanTPA
oleh warga diberbagai daerahyang berdekatan.

Masalah penyediaan air bersih, khususnya yang
ber1caitandengan perolehan sumber air baku yang debitnya
semakin menurun dan masih sebagianbesar ber10kasidi luar
Kota Bandung. Demikianjuga mengenaituntutan pengelolaan
Iimbah cair yang lebih baik, terutama limbah industri, karena
mencemari bagian hilir yang merupakan wilayah Kabupaten
Bandung.

Peningkatan pelayanan transportasi khususnya lalu­
lintas yang masuk dan keluar Kota Bandung, hal ini
berkenaandengan dibukanyajalan tol Cipularang,pengaturan
rute angkutan bus dan angkutan kota, serta pengaturan
tenninaf tipe B di batas kota.

Banjir dj wilayah Bandung Baiat merupakan banjir
kirimar. karena rusakiT,ra kawasan kon~r'J~si t1i utara
Bandungserta dimensi salurankurangseSUaidengan semakin
meluas dan padatnya kawasanterbangun. Sedangkanbanjir
di wilayah Bandung timur karena belum tuntasnya
penanganan banjir daerah hulu Citarum yang secara
administratif masuk Kota Bandungdan Kabupaten Bandung,
dis_ampingwilayahnya cukup rendah, hal ini juga disebabkan
dimensi saluran yang belummemadai.

Tekanan berbagai aktivitas penduduk dalam
berbagai aspek mengakibatkan terjadinya perebahan :

pemanfaatan lahan yang cepat yang berdampak terhadap
menurunnya kualitas lingkungan, pemanfaatan Penggunaan
ruang publik yang tidak sebagaimanamestinya (Keberadaan
sektor informal padakoridor jafan dan RuangTerbuka Hijau).

Kelengkapaninfrastruktur perkotaan di BandungBarat
berdampak pada masih terpusatnya berbagai aktivitas
perkotaan di wilayah ini, menuntut adanya pengembangan
pu~t primer gedebage guna rnermqankan beban di pusat
kota, sekaligus mendorong penyebaran pembangunan ke
arah BandungTlmur.

Pelayanan aparatur yang mencakup
pengadministrasianPP."dudu!< dan berbagai aspek perijinan
masih perlu ditingkatlcan, demikian juga mengenai
Penanganan dan peningkatan kualitas lingkungan pada
kawasankumuhmasihrendah.

Isu strategis lainnya adalah Rendahnya daya beli
masyarakat, yang dapat dilihat dari jumlah keluarga miskin
mencapai 82.396 KK/312.799 jiwa (BKB 2003) dan indeks
daya beli sebagaisalah satu komponen pendukung IPM dari
aspek ekonomi, beJummengalami peningkatan yang QJkup
berarti yaitu hanyasebesar 0,40, dan 62,95 pada tahun 2003
menjadi 63,35 pada tahun 2004 sed ka, ang n dalam
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pencapaian IPM pada tahun 2004 sebesar n,17 meningkat

sebesar 0,02 dari tahun 2003 yang mencapai 77,15.

Peningkatan IPM tersebut dipengaruhi oleh adanya

peningkatan nilai dan masing komponen pendukung IPMyaitu
dan aspek kesehatan, pendidikan dan da'@belL Aspekdaya

beli akan diuraikan padaaspek ekonomi, secara terind aspek

kesehatandan aspekpendidikandiuraikan sebagai berikut :

Aspek Kesehatan, diukur melalui Angka Harapan Hidup

(AHH) yang setiap tahunnya meningkat sebesar 0,02 tahun

pada tahun 2004 menjadi 72,54 dan tahun 2003 yang

mencapai 72,52 tahun, yang berdampak terhadap

peningkatan Indeks PetuangHidup sebesar0,03 padatahun

2004, menjadi 79,23 dari tahun 2003 yang mencapai 79,20.
Aspek Pendidikan, diukur melalui Angka Melek Huruf

(AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RlS), Ar-1H Kota
Bandung pada tanun 2004 menurun sebesar 0,53 menjadi

99,01 dari tahun 2003 yang mencapai99,54, salah satu faktor
yang cukup signifikan mempengaruhi penurunan tersebut

adalah tingginya tingkat migrosi yang tida~ disert.ai dengan

Kua\itas pendidikan yang memadai. Sedangkan RLS pada

tahun 2004 tidak mengalami perubahandan tahun 2003 yang

mencapai10,32 tahun.
Secara umum penyelenggaraan pe\ayanan pendidikan di

Kota Bandung dapat dilihat dan indikator Angka Partisipasi

Kasar (APK) dan An~ka Partisipasi Mumi (APM) menunjukan '
RKPD KoIiJ Bandung Tahlll1 2006 n- 7
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k~~pakatan antara gubemur dengan para bupati/walikota se­

Jawa Barat, dalam mendukung peneapaian IPM Jawa sarat,
indeks daya beli Kota Bandung pada tahun 2004 di

targetkan sebesar 64,9 %. Jadi indeks daya beli Kota

Bandung masih dibawah harapan / target IPM Jawa Barat.

Indeks daya beli tersebut setara dengan standar hidup layak

atas dasar PurchasingPower Parity (PPP) yaitu sebesar Rp
573.154, nilai tersebut masih dibawah nilai konsumsi

perkapitasecaranasionaluntuk kota-kota besar, mencapaiRp

732.720. Dampak lain dari rendahnya daya beli tersebut

adalah_terhadapbelanjapendidlkandan belanja kesehatan.

Isu-isu strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai

aspek permasalahankota sebagaiberikut :

1. AspekSOM

Titik sentral dari pelaksanaan pembangunan adalah

manusia sehingga diharapkan.dapat rnenqhasllkan manusia

ya:1g berkl1alit3s, olel1 karE'•na itu dimens! pembangunan

manusia senantiasa menjadi prioritas utama, melalui

penerapan berbagai strategi pembangunan yang

penekanannyatidak hanyapada pertumbuhan ekonomL

Model pembangunanmanusia yang dapat mewujudkan

manusiaber1<ualitas,yaitu manusiayang memiliki 3 (tiga) dri,

pertama : sehat dan berumur panjang, kedua : cerdas,

kreatif, terampil, terdidik dan bertaqwa terhadap Tuhan YME,



pendidikan sekurang-kurangnya setingkat sekolahmenengah
(SLTA).

Dan gambaran keadaan pendidikan Kota Bandungmeskipun

secara umum menunjukkan adanya peningkatan pencapaian

APK, APM. Namun angka-angka ini masih belum memenuhi

target yang diharapkan karena masih terdapat angka

prosentase penduduk usia sekolah 7 - 18 tahun yang tidak

beradadi sekotah (Non SchollingGap) rnasm terdapat angka

putus sekolah(Drop Out), hal ini terindikasikandan nilai rata­

rata lama sekolah di kola Bandung untuk tahun 2004 tidak

mengalami peningkatan dan tahun 2003 yang mencapai

10,32 Tahun.

Faktor - faktor yang menjadi pengharnbatkeberhasilan

pendidikandi Kota Bandungadalah:

1. FaldDr ekonorni sebagian orang tua belum dapat

mendu!-aJngsecara

optimal bagi kelangsungan pendidikan putra-putrinya, hal

ini berarti aksesibilitas masyarakat miskin terhadap

pendidikanrnasih rendah;

2. Masih rendahnya infrastruktur pendidikan beturn

meratanya keberadaan pendidikan disetiap kecamatan

baik secarakuantitas maupun kualitaS;

3. Kebefadaan tenaga pendidik/guru belum optimal dalam

memenuhi kebutuhan, kendala yang terjadi seperti

kurangnya tenaga pendidik/guru baik kuantitas maupun
RKPOKola Bandung Tahll1 2006 n- 9

jumlah partisipan sekolah yang terdapat di Kota Bandung.

APKuntuk jenjang Sekolah Dasar (SO)di Kota Bandungtelah

menunjukan angka yang membanggakan yaitlJ U7,86%

ditahun 2003/2004 dan pada tahun ajaran 2004/2005,

mening~t menjadi 138,41%. APK untuk jenjang

SMP/sederajat untuk tahun ajaran 2003/2004 seoesar
100,75% sedangkan ditahun ajaran 2004/2005 menjadi

106,85%.
Namun untuk jenjang pendidikan menengah menunjukan

angka yang masih perfu ditingkatkan, capaian aspek.

SMNMNSMK tahun ajaran 2003/2004 baru mencapai

81,83% sementara pencapaian APM sebesar 58,2%.

Berdasarkandata tersebut nilai APK lebih besar dan nilai APM,
hal ini disebabkan oleh terdapatnya siswa yang mengikuti '

pendidikandi Kota Bandungtetapl bukanwarga Bandung.

Seja\andengan program Ydng saat ini digu\irkan Pemerintah

propinsi Jawa Barat yaitu program akseterasi penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pemerintah Kota Bandung

sebagailbu Kota propinsiJawa Baratberupayamenempatkan
din pa\ing depan diar.tara Kabupaten/Kota lainnya di ]awa

Barat sehingga disamping melaksanakanprogram akselerasi

penuntasanWajib Belajar PendidikanDasar (9 tahun) mulai

tahun 2005 telah mulai di\aksanakan program Perintisan

Wajtb Belajar PendidikanMenengahdengan harapan bahwa

pada tahun 2008 masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat
RJ(POKotil Band~ ,TahIl12006 : n- 8



2. Aspek Ekonomi

laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,

berkembang cukup signifikan yaitu dari 7,31 % pada tahun

2003 menjadi 7,47 % pada tahun 2004 (Data BPSsangat

sementara), kondisi tersebut sudah berada di atas LPE

Propinsi Jawa Barat yaitu 4,50 % pada tahun 2003 menjadi

5,06 % pada tahun 2004. PDRB perkapna kota I3andung

atas dasar harga konstan pada tahun 2004 mengalami

peningkatan sebesar Rp 1.772.605 rnenjadi Rp 12.282.595

dari tahun 2003 yang mencapai Rp 10.509.990.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia angka pemerataan

pendapatan di Kota Bandung baru rnencapai 13,34 %, yang

berarti bahwa 40 % penduduk (893.050 jiwa)

berpenghasilan rendah menerima pendapatan rata-rata

perkapita per tabun sebesar 13,44 % dari seluruh PDRB

Kota Bandung yang mencapai Rp 19.402.859.000.000,-,
RKPD Koisl BantkJng Tahl.ll 2oqr; U- 11

Re-Emerging Diseases (rnunculnya kembali

penyakit), seperti TBC, yang rata-rata menyerang

Keluarga tidak/kurang marnpu.

- Munculnya kecenderungan penyakit degeneratif

karena perubahan gaya hldup masyarakat
perkotaan seperti : jantung koroner, darah tinggi
dU.
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I<ualitasnya, penyebaran tenaga pendidik/guru belurn
merata dan masih ada tenaga penclidik/guru yang tidak

rnemenuhi kualitas yang dibutuhkan;,
4. Dukungan masyarakat dan dunia keIja/dunia indusbi,

masih pertu ditingl<atkan terutama pentingnya pendidikan

bagi kehidupannya, karena masih ada Dunia Usaha Dunia

Industri (DUDI) yang mempekerjakan anak usia sekolah,

upah kerja tidak sesuai dengan tingkat pedidikan serta

pernbangunan kawasan industri yang kurang

rnemperhatikan perkembangan dunia pendidikan;

5. Peran SKPD terkait serta lembaga/organisasi/kelompok

rnasya rakat terhadap pendidikan belum terorganisir

secara optimal.
6. Belum optimalnya masyarakat melal<sanakan pola hidup

sehat, yang antara lain diindikasikan dengan :

- Masih relatif tingginya jurnlah kematian bayi dan ibu

melahirkan

- Masih tingginya angka kesakitan karena dia~ dan

kejadian luar biasa yang disebabkan vektor penyakit

menular.
- Adanya kecenderungan gejala Emerging Diseases (

yang baru munrul), seperti HIVIAIDs di Kota

Bandung yang pertu diwaspadai dan disikapi.



optimal. Jumlah koperasi di Ka:a sandung mencapa; 2.B01
unit dengan jumlah UMKM sebanyak 73.027 unit. Bila dilihat

dari kegiatan usahanya makii KUMKM telah menyentuh

hampir seluruh bidang perekonomian dimasyarakat,
metiputi sektor pertanian, industii pengolahan,
pertiagangan, jasa, keuangar. dan lain-lain.

Perkembangan Ekonomi Kota Bandung tidak

ter1cpas dan jumlah investasi yang masuk, -karena hal ini

mempunyai efel< ganda yang rukup besar apabila investasi

tsb dilakukan pada sektor nil atau manufaktur. Pada tahun

2004 kenaikan - investasi di kota Bandung relatif kecil

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada
umum . vesta .nya In SItersebut dilakukan pada sektor proverty

sehingga etel< -ganda yang ditimbulkan relatif ked!. Hal ini
d!sebabkan oIeh IJpaya peningkatan investJsi PMD-dan Pt-1A
~Ufi1 optil'Tldl tertJtama ~kup pelC:tyanan perijinan

yang masih ~ukan evaluasi, hal ini menjadi salah satu

faktDr yang berpengaruh terhadap Rendahnya Daya
Saing KOla Bandung.

Berdasarkan penilaian Komite Pemantau
Penyelenggaraan Otcnorni Daerah (KPPOD) yang
dibJangkan dalam Daya Tarik Invest:asi Kabupaten,lKota Di

Indonesia Tahun 2004, Kota Bandung tidak mendapat

peng~rgaan sebagai kola yang mempunyai da~ tank

urtuk berinvestasi baik dari kategori umum maupun
RKPDKota IJantJ.rJg Tabm 2006 n- 13

maka sejumlah 893.050 jiwa hanya meniikmati sebesar Rp.
2.898.318,-. Sementara sejumlah 40 % (893.0SO jiwa)

menerima 26,47 % dan total PDRB atau menerima sebesar
Rp 5.751.006,- sedangkan 20 % penduduk (446.525 jiwa)

berpenghasilan tinggi menikmati sebesar 61,19 % dari tdal

PDRB atau menerima pendapatan rata-rata pcljiwa
pertahun sebesar Rp 26.154.383, dengan demikian masih

terjadi disparitas dalam distribusi pendapatan KOOl

Bandung.
Kontribusi sektor yang cukup besar terhadap

PDRB kota Bandung berasal dari sektor jasa yang disusul

oleh sektor industri penqolahan dan sektor prasarana

(uti/ii). Usaha-usaha tersebut sebagain besar

dilaksanakan Koperasi, Usaha Mikro, Kedl dan Menengah

(KUMKM).
Sehubungan dengan hal tersebut maka Koperasi

dan Usaha Mlkro, Kedl, Menengah yang merupakan pelaku
ekonomi kerakyatan seyogyanya harus mendapat prioritas

untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi kola
Bandung, tetapi permasatahan yang dihadapi saat ini adalah

be/um terbangunnya sinergitas pemberrJayaan
Koperasl dan UNKH (KUNKHJ daJam berbagal
aspek. Pemberdayaan KUMKM masih bersifat
Parsial/sektoral, sesuai dengan kewenangan masing­

masing unit kerja, sehingga hasil yang diperoleh belum
RKP/)Kotil Bandung TahllJ 2006 n-12



U-1S

5. Faktor Infrastruktur Rsik yang mencakup ketessediaan

dan kualitasnya merupakan faktor pendukung bagi

kelancaran kegiatan usaha. Semakin besar skala usaha

maka semakin besar pula kebutuhan infrastruktur fisik.

Dari hasil pemeringl3tan berdasarkan faktor
infrastruktur ..fisik tertihat bahwa daerah-daerah yang

berada di pusat pertumbuhan dan yang termasuk dalam
RKPDKola l1antU1g Tahtn 2006

pertumbuhan ek,?"omi yang tinggi dei1gan dukungan

struktlJr ekonomi yang kuat sehingga dapat memacu
kemajuan perekonomian daerah, peningkatan daya beli
dan sikap mental yang mendorong kearah kemajuan

dan modem. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung

mengalami peningkatan penilaian dari kategori BB

menjadi AM, hal ini didukung oleh pencapaian PDRB

dan IPM yang meningkat dari tahun ketahun.

4. Faktor Tenaga Kerja dan Produktivitas adalah

merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai

peranan penting dalam faktor produksi yailu ~bagai

motor penggerak disamping kapital dan input produksi.

Dan Ketiga variabel yang tergabung tersebut terlihta

bahwa variabel tenaga kerja dan produfiivitas memeiiiki

bobot yang besar dalam pertimbang~n keoutusan
berinvestasi. Berdasarkan hasil kajian Kota Bandung

tidak mengalami perobahan penilaian, tetap pada
kategori C.

berdasarkan faktor sebagai berikut (Range Penilaian terbaik

sId terburuk adalah MA sid E): "

1. Faktor Kelembagaan adalah faktor yang secara
langsung dibawah kendali pemerintah daerah (parity

variabel), yang dapat mempengaruhi penetapan arah

kebijakan pembangunan serta kebertlasilan dalam

membentuk iklim yg konciusif bagi investor, salah

satUnya dapat dilihat dari bagaimana kualitas pelayanan

yang diberikan oleh daerah kepada publik. Berdasarkan

hasil kajian Kota Bandung mengalami penurunan
penilaian, dimana pada tahun 2003 memperoteh

Kategori BB, menjadi 0 PadaTahun 2004.

2. Faktor Sosial Politik merupakan prasyarat mutlak untuk

daya tank investasi suatu daerah karena suatu kegiatan

usaha tidak akan dapat berjalan tancar tanpa didukung

oleh kearnanan, sikap keterbukaan masvarakat dan

kondisi patitik yang kondusif. Berdasarkan hagl ~jian

Kota Bandung tidak mengalami pembahan
pel)ilaian, tetap pada kategO!i C. Kondisi tersebut
masih jauh dari harapan, sehingga pertu dievaluasi.

3. Faktor Ekonomi Daerah adalah indikasi dari potensi

ekonomi dan struktUr" ekonomi suatu daerah yang
merupakan satah satu pertimbangan dalam

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kedua

aspek tersebut harus berjalan selaras agar tercipta
RKPDKola Bandung Tah1l12006 U-14
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3. Aspek Sosial BudaYa

a. Masih tingginya jurnlah pengangguran pada tahun 2004
mencapai 85.000 orang dengan jumlah pencari kerja
mencapai 42.275 orang dikarenakan renclahnya kualitas

dan produktivitas angkatan kerja Iokal serta terbatasnya

lapangan pekerjaan

b. Rendahnya produktMtas dan daya saing potensi tenaga
kerja dari Angkatan Kerja lokal

lain (a.t Aksesibilitas, keamanan, kenyamanan) karena
pariwisata bukan merupakan sektnr mandiri tapi ketert.aitan
dengan sektor lain sangat erat

Kota Bandung dengan berbagai macam peran
yang diembannya terutama sebagai pusat kolektif distributif

barang dan jasa, sebagai pusat konsumsi, menuntut:

pemerintah kota berl<ewajiban menyediakan pangan

dengan kuantitas dan kualitas produk sesuai kebutuhan

dan kepercayaan masyarakat yang dianot, sesuai dengan

UU No 8 tahun 1999 tentang Pertindungan KonsuffieO.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki -oleh pemeritah

kota Bandung dalam berbagai aspek, tuntutan

pengawasan terhadap mutu produk pangan yang

bereder di Kola Bandung belum dapat dilaksanalian
secara optimal.

wilayah metropolitan atau daerah penyangga kota-kota

besar mempunyai nilai peringkat atas. Berdasal1<anhasil

kajian Kota Bandung mengalami peningkatan

peni/aian dari BB menjadi M...

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

aktivitas ekonomi Kota Bandung yang tercermin dalam

.·PDRBdan LPE yang meningkat dari tahun ketahun tidak

didukung oleh sektor riel tetapi didorong oleh konsumsi

masyarakat sehingga peningkatan PDRB dan LPE
tersebut tidak berdampak secara signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja.

Sektor panwlsata sebagai salah satu sektor yang

cukup potensial dan memberikan kontribusi yang cukup

signifikan kepada PDRB Kota Bandung dengan laju

pertumbuhan meningkat dan tahun 2002 sebesar 5,13%

menjadi 7% pada tahun 2003 (BPS angka sementara).

Disamping itu juga sektor pariwisata ~pal<an salah saw

sumber PAD dengan kontribusi meocapai 35% terhadap

PAD Kota Bandung pada tahun 2004. Walaupun demikian

sampai saat ini penggalian PAD dari sektDr ini dinilai belurn

optimal, hal ini disebabkan belum I:elsedianya arah

pengembangan pariwisata yang jelas yang sesuai

dengan karakterlstik kota BaRdung, sehingga target

dan sektor ini belum dapat terprediksi dengan pasti/akurat

Keadaan ini·juga dipengaruhi oleh tingkat pelayanan sektor
RKPDXDIa Bandung Tahln 2006 ll-16
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memperluas wilayah penataan termasuk penyediaan

ruang terbuka hijau, sesuaidenganaspirasimasyarakat.

C. Masih belum konsistennya aspek penegakan hukum

bagi pelanggar K-3 yang menyebabkankesemrawutan

kota, terutama di pusat kota khususnya di 7 titik
keramaian.

d. Terbatasnya ketersediaan air baku sebagai akibat

tekanan pertambahan penduduk dan peOurun~ndebit

sumberair karenatingginya ron offair hujan yang tidak

diimbangi upaya-upaya konservasi yang melibatkan

peran serta segenap lapisanmasyarakat. Pada saat ini

cakupan pelayananair bersih baru mencapai Ik. 53 %
dari total populasidenganpe!ayanan60 liter/orang/han.

.Disampingitu masih ada tingkat kebocoranyang cukup
tinggi.

e. Terbatasnyaprasaranadan saranapengelo!aansampah,

termasuk peratatan dan kurangnya lahan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) sampah, serta mahalnya teknologi

pengolahansampah. Pada saat ini cakupan pelayanan

pengangkutansampahbarnmencapaiIk. 69% dari total

wilayah.Cakupanpelayanansampahini menjadi sangat

menurun ketika TPA Leuwigajah tidak. dapat
dipergunakanElanbelumadaTPApengganti.

.'.' •. W ,'._ .... "'. ... '" ' .. -__ ~,_
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4. AspekPenataanKota

a. .Belum siapnya sarana dan prasarana fisik kota guna

mendukungkedudukanKota Bandungsebagai Ibu Kota

Propinsi yang merupakan Pusat jasa yang juga harus

menampung beberapa aktivitas masyarakat dan luar

B3ndung, terutama setelah dibukanya Jalan Tol

Cipularang. Ketidaksiapan sarana dan prasarana fislk

kota, terutama jalan menyebabkan kondisi kemacetan

yang semakinparah.

b. Perlunya kesinambungan dan pemantapan penataan

kota PascapelaksanaanKonfrensiAsiaAfrika, khususnya

dalam rangkamempertahankankondisi kota yang sudah

tertata di 7 titik dan daerah-daerahyang jadi pemetlan,

termasuk taman dan elemen estetika kota, serta

c. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah

Sosial (Gelandangan, pengemis dan Anak jalanan)

d. Belum optimalnya penanganan administrasi

kependudukan

e. Belum optimalnya penanganan tindak kriminalitasi

peredarannafzadan miras serta PSI( dan perjudian

f. Belum optimalnya peningkatan prestasi olah raga dan

kepemudaan
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d.an fungsi perangkat daerah khususnya peraturan

mengenai kelembagaan dan ketatalaksanaan yang

merupakan pedoman sistem kerja dan tatalaksana

perangkat daerah.

b. Belum optimalnya upaya sosi?;llisasi peraturan

perundang-undangan yang menyebabkan kurangnya

pemahaman dan kesadaran masyarakat dalarn mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

c. Belum terwujudnya kompetensi dan profesionalisme

aparatur pemerintah

d. Terbatasnya aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dan aparat Satuan Pofisi Pamong Praja sebagai penegak

peraturan daerah.

e. Belum proporsionalnya penyebaran pegawai terutama

pada kecamatan dan kelurahan yang menyebabkan

kurangnya personil di l1ngkat Kecamatan dan

Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada

masyarakat

f. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada

beberapa unit kerja.

g. Masih adanya debirokratisasi dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat sebagia akibat kurangnya

pemahaman terhadap tugas dan f~ngsi r:naupunsebagai

f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalarn

membuang sarnpah, termasuk kebiasaan membuang

sarnpah di badan sungai dan perairan, hal ini diperburuk

dengan semakin tingginya volume sarnpah yang

dihasilkan warga Kota Bandung maupun pendatang. Oi

sarnping itu belurn rnemadainya kesadaran rnasyarakat

untuk rnengurangi voiume sarnpah dengan pernilahan

sampah orqanlk dan non organik.

g. Menurunnya kondisi sanitasi lingkungan karena

keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan

permukiman terutama di kawasan padat penduduk.

Kondisi sanitasi lingkungan yang kurang baik tersebut

dapat mengakibatkan rnenurunnya derajat kesehatan

masyarakat.

h. Menurunnya kualitas lingkungan terutama pada kawasan

dengan konsentrast kegiatan tinggi. Penurunan kualitas

lingkungan ini dapat ditunjukkan dengan hasil

pengukuran kualitas udara yang pada beberapa Iokasi

yang dipantau telah rnelebihi arnbang batas.

i. Belum meratanya pelayanan infrastruktur kota terutama

di wilayah Bandung Timur menyebabkan masih

terkonsentrasinya aktivitas di wilayah Bandung Barat

S. Aspek Pemerintahan Kota

a. Sangat cepatnya perubahan peraturan perundang­

undangan yang memayungi pelaksanaan tugas pokok
RKPDKOla Bandung Tahun 2006 IT- 20
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Sehubungan dengan peran tersebut pert!.lmbuhan

ekonomi Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang signifikan. Demikian juga jika dibandingkan

dengan Propil'lSi Jawa Barat,. pertumbuhan ekonomi Kota

Bandung pencapaiannya sudah diatas rata-rata mencapai 7,47

pada tahun 2004. Selain LPE, ada juga beberapa indikator makro

lainnya yang dapat digunakan untuk meniIai keberhasilan

pembangunan ekonomi suabJ daerah, diantaranya adalah

indikator makro pada label berikut :

Kota Bandung sebagai lbu Kota Propinsi Jawa Barat

memiliki kedudukan khusus didalam eksistensinya sebagai salah

satu pusat pertumbuhan di wilayah propinsi Jawa Barat Hal ini

sesuai dengan fungsinya sebagai Kota Koleksi dan Oistribusi

Sarang (Perdagangan), Kola Pelayanan Jasa (Jasa Keuangan,

Jasa Hukum, Jasa Konstruksi, Jasa Perencanaan, Jasa

Manajemen, Jasa Pariwisata), Kota Pendidikan(perguruanTinggi

Negeri dan Swasta), Kota Iptek (Satan, LEN,Pindad, Telkom, PT

OI, PT Inti).

BABW

RANcANGANKERANGKA
EKONOMIDAERAH

3.1. KONDISI ·EKONOMI MAKROTAHUN 2004

n-22. RKPDKola Bandung Tahll12006

c

Belum terwujudnya akuntabilitaspengelolaan kota yang
melibatkanfungsi kontrol sosialmasyarakat.

Belum optimalnya peran dunia usaha swasta dalam
pembangunan.

• Menurunnya infrastruktur· dan daya dukung
iingkungan

• Belumoptimalnyapeningkatankinerja apratur,

• Belum. terwl..judnya sinergitas hubungan
kerjasamaantar daerah

• Belum optimalnya upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi penggalian sumber pembiayaan
keuangankota.

b

6. AspekKeuanganKota

a Belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi dan

ekstensifikasisumber-sumberpendapatan.

akibat kurang efektifnya kelembagaan dan

ketatalaksanaan orga~lSasi percmgkat daerah.

h. Belum efektifnya sist:em pendidikan dan pelatihan
(diklat) dalam upaya peningkatan kualitas kemampuan
aparatur.
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I--pert,,"..." __ Ind"'i(.i PengoCaha" -o-lJIility -0-"""'" I
Gambar 1

Perkemoanqan KontribusiSektor-sektor EkonomiKota
Bandung

Tahun 1999-2004 (%)

Apabiladiperhatikan perkembanqankontribusi sektor-sektor

dalam perekonomiankota Bandungdari tahun 1999-2004, maka

nampak sektor jasa sebagai sektor yang memberikan kontribusi

terbesar, walaupun kontribusinya semakin menurun dalam

perekonomian, sedangkan kontribusi sektDr industri pengolahan

mengalami pertumbuhan pesat SeklDr prasarana (utility)
kontribusinyacenderungstabil.

Secara faktual peran sektor indusbi pengolahan terus

meningkat sedangkan peren sektor jasa terus menurun. Untuk

::z004::z003::zoo::z::zoo,::zooo

60
__ 0 ______

50

~ ~
I • • •11 30 ----II •
I 20
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'0

sebesar 18,1% dan sisanya sebesar 0,39% adalah sektor
pertanian.
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Salah 0 satu indikator penting dalam menganalisis

perekonomian adalah 0mengamati penibahan struktur ekonom:.

Struktur ekonomi dilihat berdasarkan konbibusi sektor-seklor

dalam perekonomian.

Selama kurun waktu 1999-2004, sektor jasa rata-rata

memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian leota

Bandung, yaitu 50,9%. Berikutnya adalah sektor indusbi

pengolahan, sebesar0 30,6%, disusul sektor prasarana (utilly)

Sumber: BPS (Dlolah)

PembangunanKotaBandungTahun2000- 2004

N Indikato Satuan Kola Bandung Prqinsi Jawa BaIat
0 r 2003 2004 2003 2004
1 PDRB (Juta 18.051.111 19.399.476 176.36L742 185.144.556

(ADHK) Rp)
2 LPE % 7,31 7,47 4.39

-~3 PDRBjKa (Rp/Thn) 8.100.960 8.535.827 6.425.243 6.895.831
nita

4 Inftasi % 5,69 569 5,69 569
5 Investasi (Juta 1.244.726 2.197.211 36.50&498. ctO.523.59S

Rp)
6 Pengang % 20,41 20,87 9,24 9,"16

guran
Terbuka

Tabel1
Perkembangan Indikator ~kro
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengelompokan

Seider Dominan- Unggul terdiri dan :

1. Sektor Indusbi Bara~g dan logam, Mesin dan peralatannya

(Sektor 9)

Gambar 2
PemetaanSektor-sektor berdasarkan

Analisis Derajat Kepekaandan Derajat Penyebaran(Backward
dan Fotward Linkages)

d. Sektor Keeil; apabila nilai indek derajat kepekaan dan

derajat penyebarankurangdari 1;

Penge\ompokanseKtor-sektortersebut dapat dmhat pada

gambar2 sebagaiberikut:

Sumber: BPS (Data dio/an)

xecn,
POTENSI-

0°
80

oo
G 07f":\ 0

\.V (2)

0"1 -----,
. DOMINAN-

DOMINAN-
BL

satu Kota yang berpenduduk padat potensi tekanan lingkungan

dari proses produksi pada sektor industri. perlu dicermati,

mengingat daya dukung lingkungan kota Bandung semakin

menurun. Oleh karera itlJ pada masa yang akan datang

kebijakan pembangunanharus dapat mendorong pertumbuhan

ekonomiyang bertumpupada sektorjasa.

Sektor-sektOrtersebut melalui analisis tabel Input Output

dapat dikelompokkanke da\amempat kuadran berikut;

S kt r Dominan Unggul· apabi:a nilai indek derajata. e 0 -,

kepekaandanderajat penyebarandiatas 1;

b. Sektor DOlilinan-Menurun, apabila nilai indek derajat

kepekaan diatas 1dan nilai indek derajat penyebarankurang

dan 1;

c. Sektor potensial berkembang, apabila nilai indek derajat

kepekaankurang dari 1dan nilai indek derajat penvebaran

dlatas 1;
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Pengelompokan Sektor Patens; Berkembang terdiri dar: :

1. Sektor Indusbi logam Dasar(Sektor 8)

2. Sektor AngkutanUdara (Sektor 19)
3. Sektor Industri Kertasdan Barangdari Kertas, Percetakandan

Penerbitan(Sektor5)

4. SektorJasaPenunjangAngkutan (Sektor 20) ,
5. Sektor Industri PengolahanLainnya(Sektor 10) .

6. Sektxx: Industri Kayu, Bambu, Rotan dan sejenisnya '(sektor
~. . ~

Sektor-sektor yang termasuk dafam kuadran 2 tersebut
(Dominan Menurun), kontribusi ~dap perekonomian kota

sudah mencapaititik optimum yang mengarah pada penurunan
ki' . '
. nerja dan sektor tersebut, sehingga apabifa dikembangkan
tidak ~kan memberikan konbibusi yang signifikan terhadap

~rekonomian kota Bandung sehingga dapat menimbulkan
dampak ekternalitas negatif terhadap peri<embangan Kota

Bandung.Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah kota

sebaiknyamendarongpeningkatan kinerja seIdor-sektortersebut
melalui kebijakanperfuasandan pemeretaanpel,.,............ ayananprasarana
dan ,salOna kota serta pengembangan aktivitas kota sesuai

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai

dengan Rencana Ta~ Ruang Wilayah (RTRW) 'Trangtelah
ditetapkan.
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2. Sektor Penginapan (sektor 16)

3. Sektor Komunikasi (~ 21)

4. Sektor Restoran(SektDr 17.)
5. Sektor Industri Makanan(Sektor2)
6. Sektor Industri tekstil, pakaianjadi dan kulit (sektor 3)
7. Sektor AngkutanDarat (sektor 18)

8. Sektor Ustrik (sektor 11)

Sektor-sektor yang termasuk dalam kuadran 1 tersebut
(Dominan Unggul) mempunyaiperan penting dalam mendukung

pembangunandi KotaBandung,dimanaada kecenderunganpada

kota-kota yang semakinmeluas baik secarafungsional maupun

administratif akan semakin memer1ukanmobilitas yang tinggi

sebagai ciri dari dinamika kehidupan Kota metropolitan yang

didukung oleh perkembangansektorKomunikasi,AngkutanDarat,

Restoran, dan Penginapanserta sektor industri. Oleh karena itu
pemenntah kota per1u mendorong pslingkatan kinaja dari

sektor-sektor tersebut mela!ui kebijakznyang-tepat dan terarah

agar dapat memberikandampakgandayang cukupbesar.

Sementara pengelompokan Sektor Dominan - Menurun

terdiri dari :

i. Sektor PerdaganganBesar(Sektor 14)

2. Sektor PerdaganganEceran(Sektor15)

3. Sektor Konstruksi (Sektor 13)

4. Sektor Industri Kimia dan Barang-barangdari kimia, kare!: &
plastik (sektor 6)
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Trend pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan perhitungan

PORB (harga konstan) pertumbuhan ekonomi kota Bandung pada

tahun 2006 diperkirakan mencapai 7,62% dalam kondisi normal,

~angkan berdasarkan skenario optimis angka tersebut
diper1<irakan mencapai ~7,76%, .seperti yang terlihat pada tabel
berikut ".

Pertumbuhan ekonomi pada dasamya ditentukan oleh

berbagai faktor yaitu faktor produksi (sektor liil), kebijakan

moneter serta situasi dan kondisi limum. Disamping itu
perkembangan daerah sekitar juga memberikan pengaruh yang

cukup signifikan. Sehubungan dengan kompleksnya faktor-faktor

tersebut maka relatif banyak hal yang menjadikan rumit dalam

peryusunan model perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dengan

demikian dalam perkiraan ekonomi Kota Bandung digunakan

model aplikatif, sederhana namun tetap memiliki daya prediksi

yang relatif memadai.

3.2.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi.

3.2. PERKIRAAN PERTUMBUHANEKONOMI TAHUN
2006 DAN PENCAPAIANNYA

laju inflasi mencapai 8%. Dalam rangka mendorong pertumbuhan

tersebut dipertukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi·

baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta peningkatan

kualltas sumber daya manusia (SDM).

-, J..

Berdasarkan kriteria tersebut dengan asumsi perekonomian

berjalan secara alami, maka sektor-sektnr yang tennasu~ dalam

kuadran Dominan - Unggul dan Potensi Berkembang diharapkan

dapat mewujudkan proyeksi Laju p~ Bwnomi (l.P§) ..
Kota Bandung pada tahun .2006 sebesar 7P2 hingga 7,76, ~n
RKPD KoIiJ Bandung Ta/nn 2()(J6 . m-s

Pengelompokan Sektor yang tergolong Keel adalah :

1. Sektor Pertanian (Sektor 1)

2. Sektor Air Bersih (Sektor 12)

3. Sektor Jasa Perusahaan (Sektor 24)

4. Sektor Jasa Sosial Kemasyarakatan (Sektor 26)

5. Sektor Keuangan (Sektor 22)

6. Sektor Barang Galian Bukan L..og2m(SeId:or 7)
7. Sektor Jasa Hiburan (Sektor 27)

8. Sektor Sewa Bangunan (Sektor 23)
9. Sektor Jasa Pemerintahan dan Pertahanan (sektor 25)

10. Sektor Lainnya (Sektor 2.8)

Sektcr-scktor "fang termasuk ke daJIl ~ran 4 tersebut

mempunyai konbibusi yang keeil dalam menc:M<ung strukbJr

perekonomian kota.

~~,,~'" """-''''"VI )'Oll~ LCIIIIO::>UII.. "'t:Udldlll KUaOran P" .OLenSI
Berkembang mempunyai potensi !..!ntuk dikembangkalf melalui

proses produksi dalam rangka mewujudkan produk ya~ berdaya
saing tinggi melalui kebijakan peningkatan kegiatan

perekonomian kota yang berbasiskan potmsi daerah.
.,
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Perkiraan jumlah serapan tenaga kelja diperoleh dengan

melihat data urut waktu (.time series) sampai dengan tahun 2003

berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik,

dengan cara melihat e1astisitas (respon) serapan tenaga kerja

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan .ekonomi yang

Per1<iraanserapan tenaga keria didasarkan pada kerangka

pikir bahwa, semakin meningkatnya perttJrnbuhan sektor-sektor

ekonomi, maka diharapkan serapan tenaga kerja juga akan

meningkat

3.2.3. Perkiraan Serapan Tenaga KeEja

sedanokan skenario optimis, angka tersebut menjadi Rp.
6.347.640 .000.000,-

!, pertumbuhan ekooomi yang telah disebutkan, serta data leOR

~ (incremental capital output ratio) yang diterbitkan oleh Badan

Pusat Statistik Kota Bandung tahun 1998 - 2000, maka dapat

diketahui perkiraan kebutlJhan investasi tahun 2006. Perkiraan ini

didasarl<an pada kondisi tidak adanya peningkatan atau perbaikan

teknologi. Dengan demikian apabila pada masa tersebut sektor

produksi terns meJakukan inovasi atau menggunakan teknologi

yang lebih baik, maka 'tingkat investasi tersebut akan memberikan

dampak pada pertumbuhan ekooomt yang lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi normal, perkiraan kebutuhan investasi

pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 6.224.922.000.000,-

3.2.2. Perkiraan Kebutuhan Investasi.

Investasi menliliki peran yang penting dalam mendorong

perekonomian suatu daerah. Berdasarkan pada perkiraan laju
RKPOKoI118andcKIgTahtn 2006 . m- 10
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Tahun Normal Optimis

2000 18.732.422 18.732.422

201)1 20.4j8.341 20.458.341

2002 21.854.641 21.854.641

" "2003 23.420.125 23.420.125

2004 25.169.540 25.169.540

2005 27,066.973 27.084.210

2006 29.128.205 29.186.078

Taber. 4
PerkiraanPORB Kota Bandung

Tahun 2005-2006(harga konstan 2003)
( dalamjuta rupiah)

Tahun Normal Optlinls

2000 5,41 5,41

2001 7,54 7,54

2002 7,13 7,13

2003 7,31 7,31

2004 7,47 7,47

2005 7,54 7,61

2006 7,62 7,76

Tabel.3
Per1ciraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota

Bandung Tahun 2006
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• Pertumbuhan penduduk diasumsikan konstan.

Perkiraan PDRB perkapita atas dasar harga bertaku pada
tahu~ 2~05 dan 2006 dapat difihat dalam tabel berikut :

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan adalah:

• Perilaku ekonomi Kota Bandung· tidak mengalami

perkembangan secara drastis dalam tahun 2006 dan tidak ada
kebijakan mendasar yang mempengaruhinya.

• Laju inflasi tahun 2006 diperkirakan sekitar BOA pertah
o~ .... un.

• Kurs Rp/USD diperkirakan Rp.9.100,-.

• Distribusi pendapatan antara 40% penduduk berpendapatan

terendah dan 6()01o penduduk berpendapatan tertinggi relatif
konstan.

Perkiraan pendapatan perkapita penduduk dihitung atas
dasar harga berlaku baik dalam mata uang rupiah dan dalam US
Dollar.

3.2.5. Perkiraan Pendapatan Penduduk

Perkiraan kebutuhan APBD Kota Bandung tahun 2006
dibuat dalam harga berlaku dengan asumsi inflasi 8 %, adalah
sebesar Rp 1,465 M.

I

m-·12,RKPDKota Bandung TahlKl2006

3.2.4. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah

Perkiraan Anggaran Pendapctan dan Belanja Daerah

didasarkan secara sederhana melalui proporsi Anggaran terhadap

PDRB khusus diperhitungkan pada masa otonomi daerah. Angka

yang dipergunakan adalah angka rata-rata.

Berdasarkan kondisi normal, perkiraan serapan tenaga kerja

dalam rangka pencapaian LPE tahun 2006 secara akumulatif

mencapai 984.215 orang, sedangkan berdasarkan skenario

optimist angka tersebut mencapai 985.825 orang.

2005 926.857 6,13 927.343

Normal % 0 timis 0/0Tahun
Pertumbuhan Tenaga Kerja

6,18

TabelS
Perkiraan Jumlah Serapan dan Pertumbuhan Tenaga Kerja

Tahun 2005 - 2006

lebih tinggi akan menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi pula.

Perkiraan serapan tenaga kerja dengan mempematikan perkiraan

laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada

Tabel berikut:
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Surnoer : BPS (Diolah)

Pendapatan 40% Pendapatan 60%
Bawah Atas

Tahun Normal Optimis Normal Optimis

2005 390.070 390.319 1.674.825 1.675.891

2006 r 451.236 452.133 1.937.451 1.941.301

Tabel7
Perkiraan Pendapatan Perkapita Perbulan

A+:iJsdasar 40% penduduk berpendapatan terbawah
dan 60% penduduk berpendapatan teratas

Tahun 2006 (dalam rupiah)

Menurut rasio gini tahun 2000, diperkirakan 40%

penduduk menerima pendapatan sebesar 13,44% dari seluruh

nilai perekonomian di Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar
60% penduduk tahun 2000 menerima 86,56% dan seluruh nilai

perekonomian di Kota Bandung. Rasia tersebut diasumsikan

kanstan sampai dengan lahul) 2008. Hasil perkiraan yang

diperoleh untuk tahun 2005 -2006 adalah sebagai berikut :

1
t
J-,
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1. Penerimaan pendapatan dan 40% penduduk dengan
pendapatan terbawah (rendah).

2. Penenrnaan pendapatan. dan 60% penduduk dengan
pendapatan teratas (tir1Q9i).

.
dengan memanfaatkan data PDP.B perkapita dan rasio Gini,

sehingga diperoleh per1<iraan rata-rata pendapatan perbulan
untuk:

Untuk mengetahui distribusi dan disparitas pendapatan

maka diperkirnkon pula peodapatiU1 rumah tangga perbutan

Sumber: BPS (dio/ah)

Pendapatan perkapita yang dihitung atas dasar PDRB
perkapita sebagaimana disampaikan sebelumnya, merupakan

ukuran rata-rata yang relatif masih kasar. Berdasarkan ukuran

pendapatan perkapita, kita tidak dapat rnehhat distribusi
(pemertaan) dan disparitas (kesenjangan) pendapatan.

PDRB/Kap(Rp)-Ha.rg~
Bertaku

Tahun Nonnal Optimis

2005 13.931.075 13.939.947

2006 16.115.583 16.147.602

l-abel6
Perkiraan Jumlah PDR8 Perkapila Alas Dasar Harga Bertaku

Tahun 2005-2006(dalam rupiah)
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Seianjutnya untuk tujuan pemaduan lintas sektor

diarahkan pada pengembangan kawasan khusus yang meJiputi

kawasan : Pusat primer Gedebage,koridor jalan arteri Pasteur­

Cibiru, Tamansari, Punclut, Margasenang-Margacinta, eagar

Budaya,Tegallega,danAgrowisataUjungBerung..

Sebagaimana dinyatakan didalam Perda No.02 Tahun

2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Bandung bahwa konsep pengembanganKota Bandung ditujukan

untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan

keserasian perkembangan kegiatan pembangunanantar wilayah

dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan

ketersediaan sumberdaya daerah. Untuk mewujudkan tujuan

tersebut, maka konsep pengembanganKota Bandung ada!ah

melalui pengembangan dua pusat primer, yaitu upaya untuk

mengubah struktur ruang dari mooosentrik(satu pusat) menjadi

duosentrik (dua pusat).

Dalam perencanaan pembangunan,pendekatan wilayah

merupal<analtematif lain dari pendekatansektoral yang keduanya

bisa saling melengkapi. Kelebihan pendekatan wilayah adalah

menyerasikan pembangunan antar wilayah dan memadukan

program dan kegiatan lintas sektor.

BABIV

PEMBANGUNAN WILAYAH
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3. Mengembangkan pusat sub-WP dan pusat-pusat lingkungan

secara merata dengan peo1bagianjenjang pelayanan di dalam
setiap WP;

4. Menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan
sebaran fungsi kegiatan primer dan sekunder.

Perlgembangan pusat-pusat sek.under pada setiap

Wilayah Pengembangan berfungsi sebagai penyangga dua pusat

primer dan meratakan pelaYanan pada skala bagian wilayah kota.

( Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk mendukung

keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antarbag!an

.p wilayah kota.
~~
~ Pusat Primer Inti Pusat Kota melayani Pusat Sekunder

Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana, dan Turangga.

Kebijakan dasar pengembangannya adaiah urban renewal Pusat

Primer Gedebage melayani Pusat Sekunder Arcamanik dan

~ Margasari. Kebijakan dasar pe!lQembangannya adetah urfJan
1 redevelopment

Didalam Perda No.02 Tahun 2004 tentang RlRW Kota

Bandung telah dinyatakan bahwa strategi pengembangan I«Xa
yang akan dilakukan adalah dengan pendekatan 5 C Sbategi;

yaitu: core strategy (strategi utama), consequency strategy

(strategi konsekuensi), consumer sbategy (sttategi pelanggan),

control strategy (strategi pengendalian) "dan wlture sbategy
(strategi budaya).

1. Strategi utama (core SI:iatl!g}'J dalam pengembangan kota
adatah metakukan pengembangan ke arah wilayah Bandung ,

I I
~ I
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4.1 Pembangunan Wilayah Pengembangan

Secara geografis, dua pusat primer yang terietak pada

wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung limur yang sinergis

dengan pusat sekunder yang direncanakan akan memberikan

pelayanan yang lebih menyebar sehingga mengurangi

ketergantungan warga kota terhadap pusat primer lama (alun­

alun). Pusat primer baru di wilayah Bandung limur akan berperan

menunjang eksistensi wilayah kota yang tetah ada/berkembang,

karena itu harus didukung oleh sistem transportasi yang andal

untuk mobilitas ulang-alik antara pusat primer baru dengan pusat

primer yang telah berkembang di wilayah Sandung Sarat kota.

Adanya dua pusat primer ini dimaksudkan untuk lebih

mendorong perkembangan kota ke arah Timur agar

perkembangan kota antara bagian Sarat dan Tlrnur dapat lebih

merata. Pengernbangan Pusat Primer Gedebage juga merupakan

upaya untuk mengurangi keterganb.Jngan yang sangat tinggi

terhadap Inti Pusat Kota (alun-alun).

Selanjutrlya konsep ini ditindaldanjuti dengan suatu

Kebijakan Utama Struktur Tata Ruang yaib.J:
1. Mengembangkan 2 {dual pusat primer untuk wilayah

Sandung Sarat dan wilayah Bandung limur;

2. Membagi wilayah kota menjadi 6 (enam) wilayah

pengembangan (WP), masing-masing dilayani oleh satu Pusat

Sekunder,
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pusat Kota Bandung yang sudah mencapai kapasitasmaksimal.

Kawasan khusus telah disiapkan, dan pada masa mendatang

diharapkan menjadi kawasan yang ber1<eIanjutansebagai

penggerak perkembangan dengan tingkat kualitas hidup tilggi

sekaligus memlliki magnet investasi yang menarik. Ka~ ini

akan dikembangkan secara terpadu dilengkapi berbagai fasilitas

bisnis,sosial, rekreasi dan olah raga.

Tujuan penqernbanqan pusat primer Gedebageadalah

mendptakan kawasan pusat pengembanganGedebagesebagai

bagian terpadu dari Kota Bandung yang mandiri, berkualitas'

hidup tinggi, berkelanjutan (sesuai dengan daya dukung

lingkungan), mampu menarik investasi dan mengurangi beban

kegiatandan lalu lintas di Kota BandungBarat.

Batas kawasan pengembangan Pusat Primer Gedebage

adalah bagian Utara dibatasi oleh JI. Soekamo Hatta, bagian

selatan adalah Jalan Toll Padaleunvl, bagian Barat adalah Jalan

Gedebage Lama dan bagian Timur dibatasi oleh lalan

Clmencrang,dengan luas ± 526:27"ha. KawasanPengembangan

PusatPrimerGedebagedapat dilihat padagambar benkut ini.
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4.2. Pengembangan Kawasan Khusus

4.2.1. Pengembangan Kawasan Pusat Primer Gedebage

. PengembanganKawasan Bandung llmur menjadi salah

satu program strategis pembangunanPemerintahKota Ban~ung

pada masamendatang.VlSipengembangan KawasanGedebage

telah dirumuskan oleh ._Pemerintahkaa, yang pada prinsip

dikembangkanuntuk mengurangibebanaktivitas dan lalu lintasdi

Timur dan penlngkatan kualitas lingkungan di wilayah j
BandungBarat. I

2. Strategi konsekuensi (CDI1sequency strategy) dan strategi
mama ini adalah' melengkapi prasarana dan sarana

pendukungdi wilayah SandungTinu dan mengembangkan

kemitraandenganswasta;

3. Strategl pelanggan (coasume: strafegJlJ adalah dengan

memberikan insentif untuk pembangunanwilayah Bandung

limur;

4. Strategi pengendalian (control strategy) dilakukan dengan

membatasi pengembangan dan menerapkan perangkat

disinsentif di wilayah Bandung Barat .serta peningkatan !
kualitaslingkungan; .

5. Strategi budaya (QJlture strategy) digunakan untuk masalah

pemanfaatanruangpublik yang dilakukanuntuk menciptakan

perubanan perilaku masyarakat dan dalam memanfaatkan

ruang publik, j(.etaatanterhaciap hukum dan peratnran, dan ~

mendahuluikewajibandaripadahak. ,
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4.2.2. Pengembangan Koridor Jalan Arterl Pasteur-Cibiru
Salah satu tujuan dari penyusunan rencana struktur tata

ruang adalah untuk mewujudkan efektffitas sistem pelayanan.

Struktur ruang Kota Bandung terdiri atas unsur-unsur pembagian

wilayall pengembangan (WP), sistem pusat pelayanan, strukbJr

kegiatan fungsional, dan struktur jaringan transportasi. Khusus

untuk rencana pengembangan struktur jaringan transportasi

disusun unbJk mewujudkan pela\'anan aksesibilitas yang merata

di seluruh wilayah Kota Bandung.

UnbJk melengkapi hirarki sistem jaringan jalan,

diupayakan peningkatan akses melalui rencana pengembangan

jalan bebas hambatan dalam keta, diantaranya adalah rencana

pengembangan Jalan Men Bebas Hambatan dan pinbJ Tal

Pasteur lewat Jembatan PASUPA:TIterus beI1anjut hingga ke a~h
Obiru. .

Adapun indikasi 'kegiatan untuk mengembangkan Kawasan

Gedebage adalah :

a. Melakukan sosialisasi rencana pengembangan kawasan

Gedebage;
b. Melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan

infrastrukbJr kot:a;
c. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung

pengembangan kawasan Gedebage.

I,
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Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan
Pengembangan Pusat Primer Gedebage adalah :

a. Program pengembangan kawasan Gedebage

b. Program' penataan prasarana dan sarana kota

c. Program peningkatan investasi kota

d. Program pengamanan dan pendayagunaan asset Pemerintah
Kota

Gambar 4.1

Batas-batas Kawasan Pengembangan Pusat Primer Gedebage
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4.2.3. Pengembangan Kawasan Tamansari

Sebagai payung utama atau landasan utama yang

digunakan dalam perencanaan pembangunan di Kota Bandung

adalah Perda Nomor 02 Tahun 2004 tent:ang Renc.anaTata Ruang

Wilayah ( RTRW) Kota Bandung 2004 - 20013. Dalam Bab IV,

Pasal 10 dikatakan bahwa Kebijakan perencanaan tata ruang

meliputi struktur tata ruang, pola pemanfaatan ruang, sistem

transportast serta prasarana dan sarana kota.

Kebijakan Pembangunan dan Penalaan Kawasan Tamansari

merupakan bagian dari Kebijakan utama pola pemanfaatan Nang

kawasan budidqya, sebaqalmana yang dimaks\Jd qalal,ll Pq~1 14,
Ayat 2 © yaitu rnernbatasi perl<ernbangan perurnahan,

perdagangan dan jasa di wilayah Bandung Barat serta penataan

kawasan kumuh dengan pengemhangan perumahan secara

vertika! !,engl~p dffigan sarana don prasarana lingkungannya.

Dcng,an ~ihat I'.ondisi Kawasan Tarnansari atau yang

sering disehllt sebagai "'l.embah Okapundung" yal1g sangat

memprihatinkan (kumuh, tidak tert:ata dan mempunyai kepadatan

penduduk tinggi) maka kawasan ini merupakan salah satu

kantong konflik pemanfaatan ruang yang perlu adanya upaya dati

Pemetintah Kota Bandung untuk melakukan Revitalisasi Kawasan

rnelalui Pembangunan dan Penataan Kawasan yang berbasis

lingkungan. ..

Dampak adanya pembangunan Jembatan Layang Pasupati

(Pasteu~-Surapati) yang melintas diatas L.embah Okapundung-. N- 8

b. f'.1elakukan penyusunan Studi Kelayakan Rencana
Pengembangan Ja/an Tal Pasteur-Cibinr ,

c. Melakutan penyusuna
n rencana tata ruang kawasan kondor

Jatan Tal Pasteur-Qbiru; ~.

d. Penettiban kegiatan sepanjang kOridOr Jalan Pasteur-Cibiru.
I RKPD KOlaBandung Tahcn2006

• . -_ •• ~ ........ , IUUI\. r-engembangan Jalan Tal
Pulau Jawa yang disusun oleh Oirektorat Sistem ]a . .

• nngan D··
Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Depart ,ll)en
. ernen PU telah

dlcantumkan rencana pengembangan Jalan Tal dar
. am Kota unwk

wllayah Kota Bandung dan sekitamya. Sistem ja .
nngan jalan tal

tersebut terdiri dar; 4 (empat) kondor men k
, ca up untuk arah

Barat- Tirnur dan Utara-Selatan. Koridor Jaran Arteri Pa . .
. S"~r-abuu

drrencanakan akan dikembangkan sebagai Jaran "Ii...., D'I
• \.II aam Kota

d~ngan pertimbangan kondor in; merupakan ekses ta
I' . I mbahanse am ]a an tor Pada!eunyi. Pajang nJClS •

. rencana laran tol in;
mencapat ± 17 Km dan akan dihubungkan dengan L.on·d . I

.' _ I\: or Jaan
tOI Pasteur-PaSikoja-Soreang dan Uiung' beru

J ng-Gedebage-Maja1aya.

~rapa program yang akan dikembangkan di Koridor
Jalan Arten Pasteur-Surapati adalah :

a, P;'Og'am j:enataan prasarana dan sarana kota

b. Prc..:--grcm tata ruang dan penamgunaan tai'!ah

Adapun IndiJ..-.zs!KegiatcAndalarn rangka men ba '"._lIgem ngkan
Kawasan Khusus Kawasan Kondor Jalan Pasteur-Qbiru adalah .
a. Melakukan konsultasi rencana nI'>nrI ba .

,..- .:::tern ngan' Jalan Tal
Pasteur-Cibiru' ,
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yang. sanoet ideal karena keberadaan jalur hijau itu merupakan

batas diantara dua inti pengembangan kota yaitu Kampus ITB
dan Komplek.Penelitian (Gedung Pasteur dan Rumah Sakit Hasan

Sadikin)

Perubahan politik kemudian menyebabkan perubahan

fungsi kawasan kota sehingga Lembah Okapundung berubah

menjadi kawasan perumahan. Sebagian tumbuh melalui

oerencanaan dan sebagian lagi tumbuh secara alami~h yang

akhirnva menjadi perkampungan yang tidak teratur, hal ini terjadi

sejak tahun 1960-an.

Munculnya pemukiman tersebut menyebabkan

tumbuhnya fungsi-fungsi lain seperti Pasar Balubur, sarana

pendidikan, perkantoran dan tempat peribadatan. Melengkapi

prasarana perrnukirnan telah dibangun pula struktur bagian kota

seperti jalan lingkungan gang dan jalan setapak sebagai

penghubung antara pemukiman yang tidak teratur. Pesatriya

perubahan peruntukkan ruang tersebut akhimya lembah

Cikapundung menjadikan salah satu kantong permasalahan

konflik pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bandung.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di

atas per1u kiranya dilakukan revitalisasi Kawasan Tamansari

'sebagai upaya mengembalikan citra lembah Okapundung yang

diawali dengan pembangunan Jembatan layang Pasupati,

sehingga diharapkan ke depan Kawasan Tamansari ini dapat

menjadi landmarknya Kota Bandung.

yang sekarang pengerjaannya sudah hampir selesai maka perlu

seqera dUakJ..d(anpenataan fungsi pemanfaatan. ruang/lahan

dibawah korida- jembatan tersebut sehingga dapat digunakan

sebagai pemicu untuk penataan dan pembangunan kawasan
disekitamya.

Kawasan Tamansari yang ter1etak diantara ruas jalan
CihampeJas di sebelah Barat dan Jalan Tamansari di sebelah

nmur sering disebut sebagai Lembah Okapundung karena

dibagian tengah lembah ini mengalir Sungai Okapundung yang

membelah K~ Bandung dari arah Utara sampai SeIatan dan

bermuara ke Sungai Otarum .. Secara administratif kawasan ini

.termasuk sebagai Kawasan Khusus di Wilayah Pengembangan

Cibeunying yang merupakan skala prioritas dalam
pengembangannya.

Gambaran kondisi lembah Cikapundung sekarang ini
sangat jauh berbeda dengan hasil perancanqan Kota Bandunq

yang pernah disusun pada masa Pemenntahen Kolonial Belanda.

Pada masa t:.ersebut. L..embah Okapundung merupakan jalur hijau

kota yang membentang dari lokasi kebon binatang sekarang

sampai Ice lalan Wastukancana. Jalur hijau Lembah Cikapundung

merupakan aty Garden Bandung yang diapit oleh Jalan

Cihampelas dan lalan Tamansari dengan hiasan aliran Sungai
Cikapundung d~ian tmgahnya.

UntlJk menikmati· keindahan panorama Lembah

Cikapundung ·ini l1lomas Karsten telah merancang sebuah jalan

outstradayang melintasi Bandung bagian Utara. Suatu rancangan~ .

RKPO/(ot;J BantbJg TiJIul2lJ06 N-l0
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Penataan kawasan ~unclut didasari kepada prinsip-prinsip

reinventing Govemment yang mengutamakan pemikiran

•

semeotara itu strategi yang PalingTepat dalam rangkaPenataan

KawasanPundut adalah :

produktif dan 20% tanaman lindung

•

• Penataan kawasan Punclut pada prinsipnya dUakukandalam

rangka mengejar ketertinggalan kawasan tersebut dari

daerah-daerah lalnnyadi wilayahKota Bandung;

Konsep penataan Kawasan Punclut didasari pada prinsip­

prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (eco­

development:) dengan penerapanaturan pengembanganyang

ketat, yaitu penetapan luas kawasan lindung minimal 80%

dan kawasan budidava sebesar 20% dengan tetap

;r.engutamakanfungsi IiiIduilgnya;

• Kegiatan penghijauan dengan berbasiskan "Ekonomi

Kerakyatan" dengan mengembangkankonsep Agro Forestry

(Hutan Tanaman Produktif) dengan alokasi 80% tanaman

kepemilikan lahan yang belum jelas dan sebagianbesardikuasai

masyarakatdan pemilik lahan.

SUapermasalahandiatas dibiarkan terus menurus,dapat

dipastikan kondisi lingkungan kawasan Punclut akan semakin

memburuk .dan dapat menimbulkan potensi bahaya erosi dan

sedimentasibagi daerahdibawahnya.

Konsep PenyelamatanPunclut yang Berpihak kepadaPelest:arian~

Lingkungan :
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4.2.4. Penataan Kawasan Punclut
Kawasan Pundut pada awalnya merupakan wilayah

perkebunan teh Belanda,namun setelahera pendudukanJepang.

Seiring dengan perjalananwaktu, kawasan ini kemudian berubah

menjadi perladanganrakyat .
Peralihan fungsi diatas memunculkan berbagai masalah

lingkungan, mulai dan: tingginya tingkat erosi dan sedimentasi,

kondisi vegetasi yang sudah Nsak dan gundul serta banyaknya

bangunan secara sporadis yang sulit dikendalikani, serta status

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan

Tamansari adalah :

a. p~ogram oenataen prasarana dan sarana kota

b. Program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan

c. Program peningkatan investasi kola

Adapun Indikasi Kegiatan yang diusulkan dalam rangka

Pengembangan Kawasan Khusus Tamansari melalui Penataan

Kawasan Tamansari pada Tahun Anggaran 2006 adalah :

1. PenyusunanAMDALKawasanTamansari
2. Penyusunan Detil Engineering Design (OED) Kawasan

Tamansari

·3. Pembangunan/RevitalisasiPasarBalubur

4. PembangunanRumahSusun
5. Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendukung di

KawasanTamansari
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t 4.2.5. Penataan Kawasan Kumub Kelurahan Margasenang
Kecamatan Margatinta.

Sebagaimana dikel:ahui sampai tlhun 2002 di Kota

Bandung masih terdapat 62 titik kawasan kumuh kota yang

tersebar di beberapa kecamatan, secara umum terbentuknya

kawasankumuh kota disebabkanoleh :

1. Rendahnya kualitas dan 'kuantitas prasarana dan sarana

permukiman yang tidak menunjang terbentuknya struktur

permukimandan sistem pengelolaanIingkungan.

• Konsep penyelamatan Kawasa.nPundut disusun berdasarkan

tunWtan/aspirasi warga Pundut melalui pelibatan masyarakat

(community involvement) sehingga merupakan produk hasil
kesepakatanbersama;

I Upaya penyelamatanKawasanPundut akan dibagi kepada 2
(dua) sasaran,yaitl.l:

1. Untuk lahan yang dikuasai penduduk (Iokasi konsolidasi

lahan:67,8 Ha dan tanah milik adat seluas 131,8 Ha)

dilakukan melalui ProgramSertifikasi yang saat ini telah

sampai pada tahapan/kegiatanpendataanulang;

2. Untuk tahan yang dikuasai pengembang dilakukan

Program Penghijauan hingga Tahun 2006, sedangkan

kegiatan pembangunan fisik perumahan baru dilakukan

setelah hasll program penghijauan menampakkan hasu
yang nyata;

,
,_. -~,,.,~. _.. ,~y.,.,__-->.....
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Indikasi kegiatan untuk menyelamatkandan menata Kawasan

Pundut adalah :

• Kawasan Pundut mengindikasikansebuah ekosistem yang

sJdah kritis, rusak berat dan gundul sehingga perlu

penanganancepat, khususnya melaluiper.aghijaiJani

RKPOKola Bandung Tahll12006

bahwa "Pemerintah sebaiknya tidak bertindak sebagai pelaku

utama (prov;det), melainkan sebagai pendorong saja

(enablet)" atau dikenal dengan konsep "Steering rather than
rowin!f

• Pertimbangan diatas didasari pemikiran bahwa apabila

Pemerintah bertindak sebagaipelaku utama (providet) akan

menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban untuk

menyediakandukungan pembiayaanyang selanjutnyadapat

membebaniAPBD yang alokasinyaterbatas;

• Oleh karena itl.I dalam strategi yang dipilih dalam

operasionalisasiupaya penyelamatanKawasanPundut adalah

strategi yang menempatkan Pemerintah Kota sebagai

fasilitator dan regulator saja;

Beberapaprogramyang akandikembangkandi Kawasan

Punclutadalah :

a. Programtata ruang dan penatagunaantanah

b. Programpengembangandan pengendalianlingkunganhidup .

c. Programpeningkatankualitaspengawasan

d. Programpeningkatanpenegakanhukum
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4.2.6. Penataan Kawasan Industri Dalam

Kawasan Industri Dalam termasuk dalam Kelurahan
Arjuna. Sebagai percontohan pada lokasi tersebut telah dibangun
rumah susun sebagai upaya perbaikan lingkungan yang kumuh.
Pada tahap awal telah dibangun tiga bioi< rusun, yaitu Blok A, B
dan C. Pada masa selanjutnya kondisi lingkungan rumah susun
tidak terpelihara dan munrol lingkungan lcumuhbaru, serta untuk
perbalkan bangunan dan sarana penunjangnya masih

""menggantungkan pada anggaran P.emerintahKota. Salah satu

I,
1

.Sejalan d~an itu.pada tahun 2006 akan di kembangkan
kembali penanganan kawasan kumuh kota khusosnya di
Kelurahan tersebut sehubungan dengan telah siapnya dokumen­
dokumen perencanaandi Iokasi tersebut

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan
Kumuh KelurahanMargasenangKecamatanfw1argadntaadalah :
a. Program penataan lingkungan pennukiman
b. Program penataan prasarana dan saranakota
c. Program pembinaan usaha kecil

Adapun Indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
rangka penangan kawasan kumuh di Kelurahan Margasenang
KecamatanMargadnta tersebut meliputi :
1. PenangananMasalahAir Bersih
2. PenangananAir Umbah
3. PenangananPersampahan

-- '"~~ _. ~-
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,
. 2. Kondisi prasarana dan sarana yang buruk secara kuantitatif

dan kualitatif
3. kondisi lingkungan yang tidak didukung oleh sistem drainase

dan pembuangansampah yang memadai.
4. Tldak memiliki keteraturan struktur permukiman
5. pennukiman di bantaransenqal yang terpengaruh secara fisik

oIeh adanya pengelolaanlimbah oIeh pabrik disekitamya.
Penanganan dari 62 titik kawasan Kurruh Ka:a telah

dilaksanakanmelalui Program Community Action Plan atau lebih
dikenal dengan istilah CAP yang dibiayai dari APBD PropinsiJawa
Barat Untuk tahun 2003 pelaksanaanCAP telah menunjuk Iokasi
penanganan Kawasan Kumuh Kot:a di Kelurahan Margasenang
Kecamat:anMargadnta, namun pada pelaksanaanpenanganannya
terhenti. ""

2. Adarrf(! k~iatan ekonomi dengan ind~ skala keeilmaupun
besar memiliki dampak terhadap lingkungan membutuh~n
pelayanan tambahan dari penyediaan prasarana dan sarana
bail< secarafisik maupun teknologinya.

3. Terkonsentrasinya pemukiman pada beberapa Iokasi yang
menjadi sentra kegiatan indusbi kedl sehingga
mengorbankanaspek kebutuhan ruang yang layak.

4. Rendahnya tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunandan pengelolaan lingkungan.

Karakteristik dari kawasankumuh tersebut adalah :
1. Kepadatanbangunanyang tinggi
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Budaya ini adalah :
RKPD KoiiJ Bandung Tahll1 2006

4.2.7. Penataan Kawasan CagarBudaya

Kawasan eagar budaya merupakan kawasan pelestarian
bangunan fisik serta peJestamn linglcunganalami yang memiliki
nilai historis dan budaya Kota Bandlllg. Kriteria kawasan lindung

untuk eagar budaya yaitu tempat sma ruang di sekitar bangunan
bemilai budaya tinggi dan situs yang inempunyai rnantaat tinggi
untuk pengembangan ilmu pengetatuan. Fungsi bangunan pada
kawasan ini dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli
bangunan, serta tidak menimbulkan dampak negatif pada
linkungannya, termasuk dampak transportasi.

Menurut Dokurnen RencanaTata Ruang Wilayah, ada 6
(enam) kawasan pelestarian kota, yaitu kawasan pusat kota
bersejarah, kawasan Pecinan, kawasan Pertahanan dan
Keamanan, kawasan emik sunda, kawasan perumahan vila dan
kawasan industri lama. Kawasanpefestarianyang akan ditangani
dalam Tahun Anggaran 2006 adalah kaWCIsanperurnahan villa
Dipatiukur, Ir. H Juanda, Diponegoro, RE Martadinata, dan
Cipaganti.

Beberapa program yang akan dikembang....an di Kawasan
Cagar Budaya adalah :

a. Program tata ruang dan penatagunaantanah

b. Program pengembangandan pengendalianIingkungan hidup
c. Program peningkatan kualias pengawasan
d. ·Programpeningkatan hukum
Indikasi Kegiatan untuk mengembanglcanKawasanKhusus eagar

IV-ISRKPDKola ~ Tahf.l12006

penyebab.Mat, terpeliharanya rumah susun tersebut adalah
belum adanya benttik pengelolaan yang balk,

Mengernbangkan perurnahan secara vertikal untuk
wilayah dan atau kawasan yang padat penduduk dengan
memperhatikankeJErsediaanprasaranayang ada. Pfasaranayang
harus dipertimbangkan terutama l<etersediaan kapasitas
prasarana jalan dan air bersih. Merernajakan dan merehabilitasi
lingkungan yang menurun kualitasnya, dan pengembangan
rumah susun sederhana sewa lengkap dengan sarana dan
prasarana lingkungannya.

Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan
. Industri Dalamadalah :
a. Programpenataan·lingkunganpermukiman
b. Programpenataanprasarana dan sarana kota
c. Programpembinaanusaha keeil

Adapun Indikasi Kegiatan dalam rangka mengembangkan
KawasanKhususRumahSusun Indusbi Dalamadalah :
1. Sosialisa~rencana kegiatan
2. Penyepakatan rencana pengelolaan
3. Pembuatandisain teknis rumah susun baru ben"kut sarana

dan prasaranapenunjangnya
4. Pembebasanbangunan liar
5. Perbaikanbangunan berikut saranadan prasarana

penunjangnya
6. Pendampinganekonomi rnasyarakat

,
i
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Kawasan Penunjang : aneka tanaman di lingkungan
pekaranganrumah untuk jenis tanaman"kerasproduktif, tanaman
keras pelindung, tanaman bunga hias, dan tanaman bunga

komersial.
Beberapa program yang akan dikembangkan di Kawasan

AgrowisataUjung Berungadalah :
a. Programtata ruang dan penatagunaantanah
b. Programpengembanganagrobisnis
c. Programpengembanganseni budaya daerah

Adapun kegiatan yang akan dan perJudilaksanakanpada
tahun 2006 di Kawasan Agrowisata Seni Budaya Ujung Berung

meliputi:
1. PenataanAlun-alun untuk digunakan kegiatan Pasar Kreasi

Budaya Lesehan Jajanan makanan dan minuman khas
Parahyang<mdan setiap malam Minggu digelar atraksi seni

tradisional.
2. Penataan Pendopo menjadi Sanggar Budaya yang akan

dijadikan tempat Pembinaan, Pelatihan dan Pagelaran Seni

Budaya.
3. Pelatihan manajemen terpadu Garapan Agrowisata Seni

Budaya.
4. Sosialisasimelalui GerakJalanWisata Alam.
S. Gerakanpenghijauan pekarangan rumah dan lahan kosong.

• ArenaketangkasanDomba.
• Lahansawahdibiarkan tetap ada dan terpelihara.

lV-22

baik secara rutin maupun insidental. Seni tradisional Bejang,

keindahan alam pegunungan di kaki gunung Manglayang Ujung

Berung dikemas menjadi agenda tujuan wisata untuk

mengimbangi kawasan utara dan selatan Bandung. Agrowisata

sen! dan budaya adalah kawasan wisa~ terpadu dengan pota
penataan berwawasan lingkungan yang selaras dengan
pelestarian seni budaya tradisional Sunda. Kegiatan pertanian
(agro) tanaman pangandijadikan latar belakangwisata, sehingga
terwujud kawasan yang hijau, berbunga dan berbuah dengan
kegiatan pelestarianseni budayaloka!.

Kawasan utama, adalah Iokasi penataan lingkungan
pagelaran atraksi seni budaya tradisional, yang didukung dengan
berbagai fasilitas :
• Restorar. dengan menyajil<'.anrnakanan dar. minuman khas

Parah),angan
• Danau buatan dan"dilengkapirottage-t.nttrJge clengannuansa

arsitektur Sunda.
• Industri kedl : pembuatan batik tulis, pembuatan minyak

keletik, pembuatan wayang gole!<,pembuatan kacapi suling,
pembuatan angklung, calung, arumba,dan dndera mata.

• Bangunan atraksi pertunjukan seni tradisional dengan gaya

arsitektur Sundadan tidak menQgunakankonstruksi beton.
• Penataan Iingkungan hidup hulan kota hijau, berbunga dan

berbuah yang dilengkapi dengan berbagai aneka tanaman
langka.

• Arena pagelaranseni HelarandanGulat Benjang.
RKPD Kola Bandung Tahll'l2006
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warga.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tema yang

diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung

Tahun 2006 adalah " Memantapkan Penataan Kota dengan

Memperkuat Struklur Ekoliomi Koto Bandung Yang serwawasen
Ungkungan dan Berkelanjutan" dengan menitii<bP.ratlkan pada

Upaya Menciptakan Lapangan Kerja melalui Peningkatan

Investasi yang sesuai dengan Daya Dukung Lingkungan

dan Membangun Sinergitas Pemoordayaan Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Berdasarkan

Potensi Kewilayahan sehingga diharapkan dapat meningkatkan

penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap peningkatan

daya beu masyarakat dan mengurangi disparitas kesejahteraan

Dalam rangka mewujudkan VISiKota Bandung sebagai

Kota Jasa yang Bennartabat yang dijabarkan ~edalam 6 misi dan

dalam rangka rnenjawab isu strategis serta dalam upaya

memperbaiki kinerja pencapaian target IPM, maka misi

Mengembangkan Perekonomian Kota Yang adil dan Nisi

Penataan Kota diharapkan dapat menjadi penggerak untuk

pelaksanaan misi-misi yang lainnya.

5.1. Agenda Pembangunan Tahun 2006

BABV

PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH

-"". • ,~.,."", ,,>•• ~"h,..._' -l~' "',.- ..

...
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9. Pengembangan wilayah Bandung Timur,

1.Pendidikan : Bandung Cerdas 2008

2. Kesehatan : Bandung Sehat 2007

3. Kemakmuran : Pencapaian LPE11% Tahun 2008

4. Ungkungan Hidup : Bandung Hijau 2006

5. Seni dan Budaya : Bandung Kota Seni dan Budaya 2008

6. Olah Raga : Bandung Berprestasi 2008

7. Agama : Bandung Kota Agamis 2008

8. Meningkatkan keahlian dan keteampilan tenagakerja

berbasis kompetensi;

5. Meningkatkan kapasitas SUMD;

6. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan

bagi penduduk miskin;

7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk

miskin;

10. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur kota;

11. Meningkatkan pelayanan transportasi kola;

12. Pengembangan dan pengedalian lingkungan hidup;

13. Meningkatkan kualitas perencanaan kota;

.14. Meningkatkan Kualitas pelayanan aparatur,

15. Pengembangan kemitraan dalam rangka mendukung

pembiayaan dan berbagai aspek;

16. Meningkatkan seni budaya daerah & prestasi olah raga;

17. Pengembangan masalah sosial & pemberdayaan

perempuan.

Ke 17 (tujuh belas) agenda tersebut dalam rangka

mendukung 7 bidang 'prlorftas sebagai berikut :

1. Membangun sinergifas pemberdayaan Koperasi, Usaha

mikro, keeil dan menengah (KUMKM) berbasls

kewilayahan dalam berbagai sektor;

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi;

3. Meningkatkan kualitas pariwisata Kota Bandung;

4. Meningkatkan pengawasan mutu produk pertanian;

Disamping itu agenda pada tahun 2006 tersebut juga

merupan salah saw upaya Pemerintah Kott Bandung untuk

memicu dan memacu kreativitas & inisiatif stakeholder Kota

Bandung untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota

Bandung. Dengan peran aktif warga/stakeholder tersebut

diharapkan dapat mewujudkan plinsip-prinsip Gocx:I Governance.

Agenda Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



..,._.,..~..~. ,. ...-. .,'
,-

W", M' • ~' ...,

~."-. t""-og.-amPnoritas Pembangunan Tahun 2006

Program'prioritas tersebut merupakan penjabaran dart 8 Program pengembangan agribisnis IDB
agenda prioritas dalam rangka pencapaian IPM sesuai dengan 9 Program Pembinaan, Pengembangan Produktivitas lOB
target kesepakatan Bupati walikota se Jawa Barat untuk Kota dan Perlindungan Ketenagakerjaan;
Bandung sebesar 78,6 dengan rincian untuk indeks daya beli 10 Program Pendidikan Dasar dan PIa Sekolah; IP
sebesar 71,1, indeks pendidikan sebesar 88,2 dan indeks 11 Program Pendidikan Menengah; IP
kesehatan sebesar 76,4. Pogram tersebut sesuai dengan 12 Program Pembinaan Pendidl~n Luar Sekolah; IP
program yang tertuang dalam Renstra Kota Bandung, tcrbagi 13 Program Ungkungan 5ehat, Perilaku Sehat dan IPH
kedalam 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Program yang Pemberdayaan Masyarakat;I"·
terkait langsung dengan pencapaian IPM dan Kelompok 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan; IPH

"

Program Penunjang.
15 Program Pemberdayaan Perempuan IPH

A. Kelompok Program Yang Terkait Langsung dengan 16 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama. IP
IPM sebagaiberikut : 17 Program Pelayanan, Rehabilitasi dan Partisipasi IPH

Sosial;1 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha lOB
18 Program Pengembangan Kawasan Gedebage; IPMIndustri;
19 Program Penataan Prasarana dan Sarana kota; IPM2 Program Pemomaan dan Penqembanqan Usaha lOB
20 Program Pengembangan Penataan Transportasi IPMPerdagangan;

kota;3 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha lOB
21 Program pengembangan Kemitraan IPMKoperasi;
22 Program Penataan Ungkungan Permukiman IPH4 Program Pembinaan Usaha Keeil; lOB
23 Program Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah; IPM5 Program Peningkatan Investasi Kota; lOB

Program Peningkatan Perencanaan Kota; IPM246 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; lOB
Program Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan IPH25

Berbahaya;7 Program Pengembangan Produk Kepariwisataan; lOB 26 Program Peningkatan Kinerja ,SUMO; IPM
RKPDKola Bandung Taht.n 2006

V-4 27 Program Pengembangan dan Pengendalian IPH
c'
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16 Program Pengembangan Kerjasama Antar Oaerah

dan kota;

17 Program Peningkatan prasarana dan sarana aparatur
pemerintah kota

>,
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7 Program Peningkatan Hukum;

8 Program Pengembangan I1mu Pengetahuan dan

Teknologi

9 Prog:am Pengembangan dc:IIJPengamananAsset

Pemerintah kota.

10 Program Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota;

11 Program Peningkatan KuaJitasPenga~san;

12 Program Pengembangan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan;

13 Program Pembinaan Pemuda dan OJahRaga;

14 Program Pengembangan Seni Budaya Daerah.

15 Program Peningkatan Partisipasi Politik;

4

3

Lingkungan

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;

Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan

Kerukunan Hidup Umat Beragama;

5 Program Pelayanan Prima;

6 Program Peningkatan Sistem Pembiayaan Pembangunan;

Program Pelayanan Kependudukan;

Program Peningkatan Ketenuaman dan Ketertiban2

B. Kelompok Program Yang Menunjang pencapaian

IPM

1

Lingkungan Hidup;
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Dilandasi oleh undang-undang nomor 17 tahun 2003

tentang keuangan negara, pada penjelasan undang-undang

tersebut disebutkan dalam upaya memperbaiki proses

pengcmggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran

berbasis kinerja dan menganut prinsip money follows function,

yang mengandllng makna bahwa pendanaan mengikuti fungs;

pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab

masing-masing tingkat pemerintahan. Sistem ini memerlukan

kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi. Selanjutnya untuk

menghindari duplikasi dalam penvusunan rencana kerja dan

anggarar. perangkat daerah, pertu dilakukan penyatuan sistem

akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Sejalan denqan upaya untuk menerapkan secara penuh

anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perfu pula dilakukan

perubahan klasifikasi anggaran. Perubahan dalam

pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan

untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,

memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional

mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan

BABVI

RINGKASAN PENDANAAN
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2. Dengan Asumsi-asumsi sebagai berikut :

Mengikuti trend/para penerapan kebijakan

pendapatan nasional & regionalpropinsi;

Memperhatikan laju Inflasi KotaBandung,

Proyeksi pertumbuhan perekonomiankota,

Dengan Asumsi Pendapatan tersebut tidak

mencantumkan/menyertakan hasil dart PDAM dan

Penjualan Asset kota.

sebesarsahyang- Lain-lain Pendapatan

Rp.20.324.923.519

sebesarDaerah- Pendapatan AsH

Rp.208.043.201.891,37

- DanaPerimbangan sebesarRp.880.544.673.470,93,

Prediksi Pendapatan Tahun 2006

1. Prediksi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2006

diproyeksikan sebesar Rp.1.108.912.798.881,3yang ten1iri

dart :

Prediksi Belanja Tahun 2006

Prediksi Anggaran Belanja mengacu pada Pencapaian

Visi dan 7 bidang priodtas pembangunan serta dalam

rangka Pencapaian IPM yang dijabarkan kedalam Misi

yang tercantum dalam Rencana Strategi (RENSTRA)

Pembangungan kota Bandung tahun 2004-2008

Mengingat keterbatasan anggaran, maka pembagian

alokasi anggaran per- Misi pembangunan didasarkan

kepada komponen- komponen pencapaian IPM Kota

Bandung, dimana komponen indeks daya beli

pencepalanya pada tahun 2004 sebesar 63,35 point,

masih dibawah target Propinsi yaitu 64,90, sedangkan

untuk indeks pendidikan dan indeks kesehatan

pencapaiannya sudah diatas target proipinsi,

sehingga atokasl anggaran lebih menitikberatkan

kepada pencapalan Misi Perei<onomianKota yang adll

yang 'dldukunq dengan Misi Penataan Kota, sebagai

penggerak untuk misi-misi yang lainnya, yang

dilaksanakan secara bersinergi antar program, dengan

pembagian sebagai berikut :

1. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
Handal dan Religius.

- Anggaran'" Belanja diakomodasi dan BeJanja Non

Adum sebesar 15%;
VI - 2RKPOKola Bandung Tahun 2006

;:'U;U IUOI all,.UllWOlilraS puouk, serta memudatJkan penyajian dan

meningkatkan kredibilitas statistik keuanqanpemerintah.
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a. Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat

daJam . rnengurangi Penyandang MasaJah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b; Peningkatan kualitas Ketenagakerjaan berbasis

kompetensi;

3. Misi Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang Ramah

dan BerkesadaranTinggi serta Berhati Nurani.

Anggarcm Belanja dlakomodasi dari Belanja Nail

Adum sebesar 15%;

2. Misi MengembangkanPerekonomian Kota yang Adi!.

- Anggaran Belanja diakomodasi dart BeJanja Non

Adum sebesar 20%;

Dalam rangka meningkatkan investasi sesuai

dengan daya du.kung lingkungan sert:a membangun

sinergitas KUMKMyang berbasis kewilayahan guna

peningkatan Indeks Daya Beli Masyarakat dan

dalam rangka mendukung pencapaian LPE 11 %

pada tahun 2008;

Perundang-

c. Akselerasi pencapaian Bandung Berprestasi dan

AgamisTahun 2008.

4. Misi Meningkatkan PenataanKota

- Anggaran Belanja diakomodasi dart Belanja Non

Adum sebesar30%;

Dalam rangka mendukung :

a. Peningkatan aktivitas perekonomian Kota

Bandung;

b. Peningkatan pelayanan sarana &. prasarana kota

dan pengendalian lingkungan hidup.

c. Pencapaian Bandung Hijau 2006

5. Misi Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara

professional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

- Anggaran Belanja diakomcdasi dart ~anja Non

Adum sebesar 10%;

- Sebagai upaya Peningkatan Kinaja Aparatur dalam

rangka Peningkatan PelayananPublik.

6. Misi Mengembangkan system keuangan kota.

- Anggaran Belanja diakomodasi dart Belanja Non

Adum sebesar 10%;
Dalam rangka:· ..

a. Peningkatan Potensi PAD;

b. Penyempumaan Peraturan

undangan mengenai PAD.VI -4RKPDKola Bandung Tahun 2006

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks

Peluang Hidup melalui Bandung sehat 2007 dan lndeks

Pengetahuanmelalui Bandung Cerdas 2008
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Proses pencapaian keterpaduan dim sinkronlsesi

pelaksanaankegiatan yang leIah ciiprogramkan melalui tahapan

forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

tingkat Kelura~an,Kecamatandan Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006

merupakanpedomanbagi SatuanKerja PerangkatDaerah(SKPD)

dan stakeholders, dalam menyusun kebijakan pu~lik sehingga

tercapai sinergitas dalam pencapaian program-program

pembangunan. Untuk it:u peru ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaansebagaiberikut :

Kaidah peJaksanaan merupakan aturan pelaksanaan

semua kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi

maupun kerangka anggaran yang mesyaratkan pentingnya

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara

_kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program

dalam satu instansi dan antar instansi denqan tetap

memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan

aspek yuridis yang berfaku.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

VI - 6

123.276.254.285,-

493.105.017.143,-

264.163.402.042,-

10.402.160.095-,

133.147.649.210-,
64:493.392.586-,

Rp

Rp 1.108.912.798.881,3

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

RKPDKofiJ Bandung Tahun 2006

Pinjamandaerah

Lain-lainpendapatanyang
sah

Dana Perimbangan
(880.544.673.470,93)
- OAU
- OAK
- Bagihasil pajak &
bantuan kenanqan dari
propinsi

Sisalebih tahun yang lalu Rp

BelanjaPegawai/Personalia Rp

Pendapatan Asli Caerah
(208.043.201.891,31)
- PajakDaerah
- RetribusiDaerah
- laba hasil milik daerah
- Lain-lainPADyang Sah

PrediksiPengeluaran

Prediksi Pendapatan
TahuI12006
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_ .
dengan rencana alokasi anggaran dan ketentuan yang

mengatur pelaksanaannya serta melaporkan hasll

pemantauan dan evaluasi kepada Walikota secara berkala dan
sewaktu-waktu jika dlrntnta.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) wajib melakukan

evaluasi peJaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi

pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan, sesuai

disusun serta sebagai pengawas dalam pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan aspek yundis yang bec1aku;

6. Sebagai acuan dan pedoman dalarn ~yusun kebijakan

publik baik berupa kerangka re9u1asi rnaupun kerangka

anggaran (APBD) dan acuan yang harus dijabarkan oleh SKPD
ke daJam Renja SKPD;

- ---w'p-

v,n-2RKPDKola BandI.Klfl Tahln 2006

4. Sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dan APBD Kota, APBD Provinsi

maupun i3U~ (Bantuar. tuar Neqeri), rnaka setiap SKPDperlu

menyusun Rcnja SKPD -rahun 2006;

5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam

proses pembangunan mulai dan perencanaan dan perumusan

kebijakan melaJui program-program pembangunan yang telah

disusun serta sebagai pengawas dalam pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan aspek yuridis yang bertaku;

6. Sebagai aOJan dan pedoman dalam menyusun kebijakan

publik baik berupa kerangka reguJasi maupun kerangka

3. Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPO) sebagai pedoman

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), RKPD ini ~isusun masih mengikuti pola

penganggaran berdasarkan Kepmen No. 29 Tahun 2000

tentang Anggaran berbasis kinerja;

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja baik yang akan dilaksanakan langsung

oleh pemennteh daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat;

2. Rencana Kerja Pemerintah' Oaerah (RKPO) dan stakeholders

termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban

untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2006

dengan sebaik-baiknya;
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) Kot:a Bandung

tahun 2006 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunandaerah, rencana!:erja dan pendanaannya

yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-UndangNo. 25 tahun 2~ melalui

Surat Edaran Bersama Mentm Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri no.

0259/M.PPN/l/2005. tanggal 20-1-2005 menyatakan bahwa

RKPD Kota Bandung merupakan dasar/pedoman untuk

penyususnanrancanganAPBDKotaBandung.

Dalam rangkaian proses penyusunandokumen perencanaan

RKPD Kota Bandung diperlukan koordinasi antar instansi

pemerintah Kota Bandung dan partisipasi seluruh pelaku

pembangunan melalui forum-forum yang disebut forum SKPD

kota Bandung atau forum gabungan SKPDKota Bandung serta

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang

berfungs; sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan

terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan pula penyelarasan

program dan kegiatanyang tercanwm dalam agenda nasional.

Satuan kerja perangkat daelah (SKPD) Kola Bandung

harus memiliki dokumen rencana kerja SKPD Kota Bandung

BABVnI

PENUTUP
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3. Mis; Pengembangan Sosial Budaya KOta

Komitmen pemerintah kota untuk mengembangkan sosial

budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta

berhati nurani.

4. Misi Peningkatan Penataan Kota

Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan penataan

kota yang hakekatnya merupakan pengaturan

,pemanfaatan ruang kota, penyediaan infra struktur dan

upaya peningkatan mutu lingkungan yang sesuai dengan

norma dan aturan yang berlaku bag; kepentingan

kegiatan kota.

5. Misi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota

Komitmen pemerintah kota .untuk meningkatakan kinerja

pemerintah kota secara profesional, efektif , efisien,

akuntabel dan transparan.

6. t-1isiKeuangan Kota

Komitmen pemerintah kota untuk mengembangkan

sistem keuangan kota bersumber dari pemerintah, swasta

dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dimanfaatkan secara efektif, efisien serta pertu

disosialisasikan kepada semua stake holder yang terkait untuk

memperbesar keberhasilan pelaksanaannya, sehingga RKPDKota

Bandung 2006 berfungsi sebagai berikut :

(Renja SKPD) untuk menyusun rencana k~a dan anggaran (RKA)

SKPD berdasart<an prestasi kerja yang akan dicapai, sesuai

dengan RKPDKota Bandunq

Dengan adanya RKPD Kota Bandung diharapkan prioritas

pembangunan sebagai penjabaran dan misi kota melalui

RENSTRA 2004-2008, dapat lebih berfungsi dan mencapai

sasaran.

Dari hasil evaluasi berbagai data yang diuraikan pada bab­

bab sebelumnya bahwa, program pembangunan yang ditetapkan

kedalam 6 (enam) bidang misi pembangunan kota adalah sebagai

berikut :

1. Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Komitmen pemerintahan kota untuk melaksanakan

pembangunan sumber daya manusia yang handal dan

religius memiliki rnakna bahwa masvarakat kota harus

berilmu, tcrampil, sehat dan berdaya saing tinggi dengan

mengedepankan moral yang kuat -

2. Misi Pengembangan Perekonomian Kota

Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan daya beli

masyarakat melalu; pengembangan ekonomi lakal

berdasarkan prinsip good governance dengan melibatkan

seluruh stake holder' dalam perumusan kebijakan dan

pelaksanaan pembangunan ekonomi kota yang

berbasiskan potensi daerah
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DADA ROSADA

ttd

WAUKOTA BANDUNG,

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2006

LAMPlRAN II : PERAlURAN WAllKOTA BANDUNG
NOMOR : 689 TAHUN 2005
TANGGAL : 6 September 2005

RKPDKota Bandung Tahun 2006

1. Sebagai pedoman dan acuan yang secara konsisten
diimplementasikan dalam penyususnan APBD Kota

Bandung tahun 2006 , baik dalam lingkup program
maupun kegiatan.

2. Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan

pembangunankota Bandunguntuk mencapaivisi dan misi

yang telah ditetapkan bersama.

3. Sebagailandasanbagi perencanaanpembangunantahap

selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stakeholder

Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan

tanggung jawab pelakupembangunandapat terakomodasi.

Diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah inipun

dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota

Bandungsecaramerata.
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